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ABSTRAK 

Nur Annisa Putri. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pidana Pembunuhan 

Berencana Oleh Anak Di Bawah Umur Di Kab. Barru (Studi Putusan Nomor 

5/Pid.Sus-Anak/2021/PN Bar) (dibimbing oleh Agus Muchsin dan H. Islamul 

Haq). 

Penelitian ini mengkaji tentang tinjauan hukum Islam terhadap pidana 

pembunuhan berencana oleh anak di bawah umur, Rumusan masalah dalam 

penelitian ini ada 2 (dua). Pertama, bagaimana pertimbangan hakim terhadap 

putusan pidana pembunuhan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2021/PNBar. Kedua, 

bagaimana hukum pidana Islam terhadap kebijakan putusan pidana pembunuhan 

Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN Bar. 

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dan jenisnya adalah lapangan 

dengan menggunakan wawancara yang secara langsung dengan pihak atau 

instansi yang terkait dengan permasalahan yang diteliti. 

 Hasil penelitian dapat dikemukakan bahwa : 1) Pertimbangan hakim 

melihat keadaan yang memberatkan dan meringankan jadi hukuman untuk 

terdakwa anak sudah cukup maksimal, yang hukumannya adalah pidana penjara 

selama 9 tahun dan 6 bulan, hampir mendekati tuntutan jaksa penuntut umum 

yakni 10 tahun dikarenakan terdakwa adalah anak di bawah umur maka ancaman 

hukumannya seperdua dari ancaman hukuman orang dewasa pada pasal 340 

KUHP. 2) Menurut hukum pidana Islam, ulama dari kalangan Syafiiyah dan 

Hambali menyatakan usia baligh bagi anak laki-laki dan perempuan adalah 15 

tahun, karena terdakwa masih berumur 14 tahun jadi pembunuhan berencana 

yang dilakukan terdakwa anak tidak dapat dijatuhkan hukuman qishas serta 

belum mendapatkan pembebanan hukum (taklif) karena adanya asas legalitas dan 

masuk kategori Ahliyah al-ada’ naqisah.  

 

Kata Kunci : Pembunuhan Berencana, Anak di Bawah Umur, Hukum Islam  
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PEDOMAN TRANSLITERASI 

Transliterasi Bahasa Arab yang digunakan di penstrukturan skripsi ini 

bersumber di Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan 

dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 158/1987 dan 0543b/1987. 

A. Konsonan 

Huruf Nama Huruf Latin Nama 

۱ Alif 
Tidak 

dilambangkan 
Tidak dilambangkan 

 Ba B Be ب

 Ta T te ت

 Tha Th te dan ha ث

 Jim J je ج

 Ha ḥ ha (dengan titik di bawah) ح

 Kha Kh ka dan ha خ

 Dal D de د

 Dhal Dh de dan ha ذ

 Ra R er ر

 Zai Z zet ز

 Sin S es س

 Syin Sy es dan ye ش

 Shad ṣ es (dengan titik di bawah)      ص

 Dad ḍ de (dengan titik di bawah) ض

 Ta ṭ te (dengan titik di bawah) ط



xiv 

 

 Za ẓ zet (dengan titik di bawah) ظ

 ain ̒ komater balik keatas’̒̒ ع

 Gain G ge غ

 Fa F ef ف

 Qaf Q qi ق

 Kaf K ka ك

 Lam L el ل

 Mim M     em م

 Nun N     en ن

 Wau W     we و

 Ha H     ha ه

 Hamzah ʹ apostrof ء

 Ya Y     ye ي

Hamzah (ء) teletak di awal kalimat mengikut vokalnya tanpa diberikan 

tanda apapun. Apabila ada ditengah ataupun diakhir, jadi ditulis memakai tanda 

 .(׳)

B. Vokal 

Vokal kata-kata Arab, sebagaimana vokal kata-kata Indonesia, terdiri dari 

vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal 

bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya seperti di 

bawah ini: 

 

 

 

Nama Huruf Latin Nama Tanda 

Fathah a a  َا 
Kasrah i i  َا 

Dammah u u  َا 
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Vokal rangkap (diftong) bahasa Arab lambangnya juga adalah gabungan 

antara harakat dan huruf, transliterasinya adalah gabungan huruf, yakni: 

 

 

 

Contoh : 

 kaifa : كَيْفََ 

 haula : هَوْلََ 

C. Maddah 

Maddah atau vokal panjang lambangnya adalah harakat dan huruf, 

transliterasinya adalah huruf serta tanda, yakni: 

 

 

 

 

Contoh: 

 mata : مَاتََ

 rama : رَمَى

 qila : قيِْلََ 

 yamutu : يمَُوْتَُ

Nama Huruf Latin Nama Tanda 

fathah dan ya’ ai        a dan i ْ ى  ـَ
 

fathah dan wau au a dan u ْ و  ـَ

Nama Haraka

t 

Huruf dan 

Tanda 

Nama 

fathah dan alif atau ya’ ْى ْاْ|ْ...َْ َْ... 

dammah dan wau  ْوـ 

a 

u 

a dan garis di atas 

kasrah dan ya’ i i dan garis di atas 

u dan garis di atas 

 ـى
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D. Ta’ Marbutah 

Transliterasi untuk ta’ marbutah ada 2, yakni: ta’ marbutah hidup dapat 

harakat fathah, kasrah, dan d}ammah, transliterasinya yaitu [t]. Kalau marbutah 

mati dapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h]. 

Pada kata yang akhirannya ta’ marbutah diikuti kata yang memakai kata 

sandang al- beserta bacaan kedua kata terpisah, maka ta’ marbutah itu 

ditransliterasikan dengan ha (h). 

Contoh: 

الَِرَوْضَةََُالأطَْفََ  : raudah al-atfa 

 al-madinah al-fadilah : الَْمَدِيْنَةََُالَْفَاضِلةََ

 al-hikmah : الَْحِكْمَة

E. Syaddah (Tasydid)  

Syaddah atau tasydid dalam penulisan Arab lambangnya adalah sebuah tanda 

tasydid ( ــََََّ ), didalam transliterasi ini lambangnya adalah pengulangan huruf 

(konsonan ganda) yang diberrikan tanda syaddah. 

Contoh: 

ََ  rabbana : رَبَّنا

ََ يْنا  najjaina : نَجَّ

 al-haqq : الَْحَقَّ

مََ  nu“ima :  نعُِّ
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 aduwwun‘ : عَدوَُ 

Kalau huruf ى ber- tasydid di akhiran kata dan diawali oleh huruf kasrah 

 .jadi ia ditransliterasi sebagaimana huruf maddah jadi i ,(ـــــِىَّ)

Contoh: 

 Ali (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly)‘ : عَلِىَ 

 Arabi (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)‘ : عَرَبىَ 

F. Kata Sandang 

Kata sandang dalam penulisan Arab lambangnya adalah hurufََ  alif lam) ال

ma‘arifah). Pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi macam 

biasanya, al-, baik ia diikuti oleh huruf syamsiyah atauupun huruf qamariyah. 

Kata sandang tidak mengikut bunyi huruf langsung yang mengikuti. Penulisan 

kata sandang dipisahkan dari kata yang mengikuti lalu dihubungkan dengan garis 

mendatar (-). 

Contoh: 

 al-syamsu (bukan asy-syamsu) : الَشَّمْسَُ

لْزَلةََ  al-zalzalah (az-zalzalah) : الَزَّ

 al-falsafah : الَْفَلْسَفَةَ

 al-bilaadu : الَْبلاَدَُ

Hamzah 

 Kaidah transliterasi huruf hamzah jadi apostrof (ʹ) cuman terpakai untuk 

hamzah yang ada ditengah dan akhiran kata. Apabila hamzah ada diawalan kata, 

itu tidak terlambangkan, karena didalam Arabia berwujud alif. 
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Contoh: 

 ta’muruna : تأَمُْرُوْنََ

 ‘al-nau : الَنَّوْعَُ

 syai’un : شَيْءَ 

 umirtu : أمُِرْتَُ

G. Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia 

Kalimat Arab yang ditransliterasi yakni kata, istilah yang tidak 

dibakukan didalam kalimat Indonesia. Kalimat Arab yang lazim jadi 

sebagian dari pembendaharaan kata Indonesia, ataupun juga selalu tertulis 

didalam kata Indonesia, tidak tertulis menurut metode transliterasi di atas. 

Semisal kata Al-Qur’an (dari al-Qur’an), Sunnah. Apabila kalimat itu jadi 

sebagian salah satu rangkaian teks Arab, jadi semua harus ditransliterasi 

dengan cara menyeluruh.  

Contoh: 

Fīẓilālal-qur’an 

Al-sunnah qablal-tadwin 

Al-ibāratbi‘umumal-lafẓlābikhususal-sabab 

H. Lafẓal-Jalalah (هللا) 

Kata “Allah” yang diawali partikel sebagaimana huruf jar serta huruf 

lainnya ataupun berkedudukan sebagaimana mud}a>f ilaih (frasa nominal), 

ditransliterasi tidak pakai huruf hamzah. 

Contoh: 
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   billah بِاللَِ dinullah دِيْنَُاللَِ

Adapun ta’ marbutah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz al-

jalalah, ditransliterasi dengan huruf [t].  

Contoh: 

 hum fi rahmatillah هُمَْفِيَْرَحْمَةَِاللَِ

I. Huruf Kapital 

Walaupun penulisan Arab tidak kenal huruf kapital, didalam transliterasi ini 

huruf itu dipakai berdasarkan di pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku 

(EYD). 

J. Singkatan 

Beberapa singkatan yang dilaksanakan yakni seperti dibawah ini: 

swt.   = subhanahuwa ta’ala 

saw.  = sallallahu ‘alaihi wa sallam 

a.s.  = ‘alaihi al-sallam 

H   = Hijriah 

M   = Masehi 

SM  = Sebelum Masehi 

QS…/…:4 = QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahim/ …, ayat 4 

      HR  = Hadis Riwayat 

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab 

 صفحة = ص  

 بدون مكان = دم 
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 صلى اللهعليهوسلم= صلعم

 طبعة= ط 

 بدون ناشر= دن

آخرها/إلى آخره= الخ  لىٳ  

= ج جزء  

Beberapa singkatan dipakai secara terkhusus dalam teks referensi perlu diartikan 

kepanjanagannya, antaranya seperti dibawah ini: 

ed. : editor (atau, eds. [kata dari editors] jika lebih dari satu orang editor). 

Karena dalam bahasa indonesia kata “edotor” bersifat baik untuk satu atau lebih 

editor, jadi ia mungkin saja tetap disingkat ed. (tanpa s). 

et al. : “dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari et alia). 

Ditulis pakai huruf miring. Singkatnya, dipakai singkatan dkk.(“dan 

kawankawan”) yang ditulis pakai huruf biasa/tegak. 

Cet. : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis. 

Terj : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga teruntuk penulisan kata 

terjemahan yang tidak disebutkan nama penerjemahnya. 

Vol. : Volume. Digunakan untuk memperlihatkan jumlah jilid sebuah 

buku atau ensiklopedia dalam bahasa Inggris. Teruntuk buku bahasa Arab biasa 

digunakan juz. 
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BAB I  
PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 Saat anak bermasalah dalam hukum, anak akan berhadapan pada kekuasaan di 

publik yang punya hak dan kewenangan seperti cara dengan paksaan yang memberi 

batasan bahkan mengambil sebagian hak-hak anak untuk mengamankan ketertiban di 

umum. Pemberi batasan dan pengambilan sebagian hak-hak dari anak.1 Bisa 

berakibat terhadap tumbuh kembang sang anak dan mungkin akan menghilangkan 

masa di waktu kecilnya yang bisa bermain dengan sebayanya, hilangnya momen 

dengan orang tua, hilangnya kesempatan untuk mendapat kebutuhan kesehatan secara 

fisik serta mental.  

 Dalam Sebagian masyarakat, penegakan hukum yang lewat justicia conventional 

sering berdampak di anak yang bisa berdampak buruk pada masa depannya. Jadi 

hukum di Negara tepatnya Negara Indonesia harus ditegakkan seadil-adilnya melihat 

dampak buruk jika pembatasan dan pengambilan hak anak diberlakukan. Sebagian 

orang memandang sebelah mata anak-anak yang apa-apa itu hanya orang yang 

dewasa yang tahu mana yang benar dan salah sehingga orang dewasa seenaknya 

berbuat apapun, padahal tugas sebagai orang dewasa mengarahkan anak untuk 

melakukan hal yang benar dan tidak melihat dan mengabaikan kalau anak melakukan 

perbuatan yang salah. 

 
1 Andi Marlina, Sistem Peradilan Pidana Indonesia Dan Sekilas Sistem Peradilan Pidana Di 

Beberapa Negara (Jawa Tengah: Eureka Media Aksara, 2022. 
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 Banyak juga anak yang selalu tidak ingin diatur dan mengikuti teman-temannya 

yang kadang berbuat salah sehingga mental anak tersebut sudah terlatih dengan salah 

dan bahaya akan dirinya di masa depan nanti, maka dari itu banyak kasus-kasus 

kriminal yang banyak diperbuat oleh anak-anak baik yang cukup umur maupun di 

bawah umur. 

 Kasus hukum yang terkait dengan orang dewasa sebagai pelaku tidak dipungkiri 

seorang anak juga bisa berkedudukan seperti dalam kasus hukum.2 Dalam kasus 

hukum terkait anak yang menjadi pelaku banyak yang menunjukkan anak ikut serta di 

banyak kasus tindak pidana adalah yang biasanya kurang dalam pengasuhan yang 

baik.  

 Penerapan sanksi terhadap seorang anak yang ikut serta dalam kejahatan beda 

dengan sanksi terhadap kalangan dewasa yang berbuat kejahatan dikarenakan 

berlakunya asas Lex Specialis Derogat Legi Generalis yang berarti aturan hukum 

yang sifatnya terkhusus menyampingkan sifat hukum yang umum.3 Kemudian saat 

terbitnya UU Pengadilan Anak yang dipakai dalam memfixkan Hukum Pidana Anak 

di Indonesia supaya putusannya anak jadi lebih bagus serta kualitasnya bagus karena 

putusan hakim juga memengaruhi hidup anak dimasa depan. Pendapat Imam Ghozali 

di kitab Ihya ‘Ullumuddin berkata tentang ”anak itu rezeki ditangan orang tua”. Anak 

 
2 Noercholis Rafid dan Saidah Saidah, ‘Sanksi Pidana Bagi Anak Yang Berhadapan Dengan 

Hukum Perspektif Fiqih Jinayah’, AL-MAIYYAH: Media Transformasi Gender Dalam Paradigma 

Sosial Keagamaan, 2018. 
3 Islamul Haq, ‘Pengaruh Usia Muda Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan (Studi 

Perbandingan Fikih Islam Dan Hukum Indonesia)’, Al-AHKAM Jurnal Ilmu Syari’ah Dan Hukum, 

2018. 
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adalah karunia Allah swt yang wajib diasuh dan di beri didikan sebagus mungkin 

supaya membuat anak jadi berguna bagi semua orang. 

 Kesengajaan pembunuhan yang diperbuat anak dibawah usia itu selain 

merugikan pihak oleh korban maupun pelaku sendiri, ini juga berdampak buruk bagi 

masyarakat yang dimana anak sebagai pelaku tega membunuh kekasihnya yang 

seumuran dengan anak sebagai pelaku ini. Adapun masalah yang membuat peneliti 

ingin mengangkat kasus ini adanya kesenjangan antara harapan dengan kenyataan 

yang dimana ancaman hukuman yang di pasal 340 KUHP tidak sesuai dengan yang 

dijatuhkan kepada pelaku karena pertimbangan hakim.4 

 Awal mula terjadinya kasus ini pada saat korban yang berinisial UH mengeluh 

kepada terdakwa bahwa dia lambat datang bulan dan mengira dirinya hamil karena 

sudah lama mereka selalu berhubungan badan diluar pernikahan, lalu korban 

mengirimkan pesan kepada terdakwa melalui aplikasi whatsapp untuk meminta 

bertemu dan membahas tentang hal ini. Tiga hari sebelum kejadian, hari pertama 

korban mengirimkan chat untuk bertemu kepada terdakwa dan membicarakan tentang 

hamilnya tapi terdakwa sibuk dan tidak bisa. 

 Hari kedua, korban mengirimkan chat lagi untuk bertemu tapi terdakwa tidak 

bisa karena ingin membantu ayahnya bekerja dan saat terdakwa selesai bekerja 

 
4 Rahul Ardian Fikri, ‘Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Yang 

Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang 

Sistem Peradilan Anak’, Jurnal Abdi Ilmu, 2018. 
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terdakwa langsung istirahat dan saat istirahat itulah terdakwa memikirkan rencana 

untuk membunuh korban tapi terdakwa tidak ingin memakai senjata tajam. 

 Hari ketiga, terdakwa menjemput korban di depan rumah tetangga dan terdakwa 

langsung membawa korban ke tempat yang rada sepi dan membawa korban ke dalam 

semak-semak. Saat itu terdakwa memberitahu korban untuk meminum jamu agar 

menggugurkan kandungannya akan tetapi korban tidak mau lalu terdakwa marah 

sehingga terdakwa mencekik korban menggunakan lengan dan sikunya sampai 

korban susah bernafas dan pingsan, lalu terdakwa masih melihat korban bergerak jadi 

terdakwa mengambil batu dan melempar ke kepala korban tapi korban masih 

bergerak dan hidup sehingga terdakwa mencari batu yang lebih besar dan 

melemparnya ke kepala korban sehingga korban pun meninggal di tempat pada saat 

itu. 

 Hukum Pidana Islam tentang kasus pembunuhan yang diperbuat anak dibawah 

umur ini yang tentunya sudah baligh sanksinya adalah yang masuk di dalam jarimah 

diyat berarti hukumannya itu adalah hukuman denda, atau boleh juga diganti kegiatan 

pendidikan yang dibolehkan dalam syari’at Islam. Sedangkan di hukum positif jika 

sah terbukti anak dibawah umur tersebut memperbuat tindakan pidana yaitu 

pembunuhan oleh karena itu alur sidang seperti dalam ketentuan diatur dalam UU No. 
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11 Tahun 2012 yang ancaman hukuman itu ½ (seperdua) dari ancaman hukuman 

orang dewasa.5 

  Uraian di atas ini telah diputuskan untuk membahas tentang masalah kasus anak 

dibawah umur yang berbuat tindak pidana pembunuhan secara berencana di Kab. 

Barru. Maka dari itu penulis mengangkat judul: “Tinjauan Hukum Islam Terhadap 

Pidana Pembunuhan Berencana Oleh Anak Di Bawah Umur Di Kab. Barru (Studi 

Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN Bar.)”. 

B. Rumusan Masalah 

Uraian latar belakang di atas, oleh itu ruang lingkup dalam point permasalahan 

dalam penelitian ini dapat dirumus sebagai berikut : 

1. Bagaimana pertimbangan hakim terhadap putusan pidana pembunuhan Nomor  

5/Pid.Sus-Anak/2021/PN Bar ? 

2. Bagaimana tinjauan hukum pidana Islam terhadap kebijakan putusan pidana 

pembunuhan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN Bar ? 

C. Tujuan Penelitian 

 Uraian latar belakang serta pokok permasalahan sebagaimana yang telah 

dipaparkan diatas , oleh itu penelitian ini bertujuan untuk : 

1. Untuk mengetahui pertimbangan hakim terhadap putusan pidana pembunuhan 

Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN Bar. 

 
5 Echwan Iriyanto, ‘Unsur Rencana Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana’, Jurnal 

Yudisial, 2021. 
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2. Untuk mengetahui tinjauan hukum pidana Islam terhadap kebijakan putusan 

pidana pembunuhan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN Bar. 

D. Kegunaan Penelitian 

 Manfaat penelitian yang mau digapai, oleh itu penelitian ini diharap punya 

manfaat di teoritis atau praktis baik langsung ataupun tidak  :  

1. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini diharap bisa memberi manfaat mengembangkan serta 

memberi ilmu hukum, tentang tindak pidana pembunuhan oleh anak di bawah 

umur di masa depan sehingga bisa membuat hasil penelitian lebih kongkrit 

dan mendalam bersama teori yang ada di dalam penelitian ini. 

2. Manfaat Praktis 

Memberikan pengetahuan yang lebih dalam, mengenai pertimbangan hakim 

terhadap putusan tindak pidana pembunuhan secara berencana oleh anak di 

bawah umur, dan memberi pemahaman tentang pandangan hukum Islam 

terhadap kebijakan putusan pembunuhan berencana oleh anak di bawah umur.  
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Tinjauan penelitian Relevan 

 Peninjauan penelitian dahulu merupakan kajian pada hasil penelitian relevan, 

baik berupa skripsi maupun laporan umum yang telah dibahas oleh peneliti. Selain itu 

untuk menghindari anggapan kesamaan dan juga plagiarisme dalam penelitian ini. 

Maka itu di pengkajian Pustaka, peneliti memaparkan semua hasil peneliti terdahulu : 

1. Hasil Penelitian Muhammad Iqbal Nuzulyansyah (2016) 

Hasil penelitian Muhammad Iqbal Nuzulyansyah dengan judul “Pembunuhan 

Berencana Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur Menurut Hukum 

Islam dan Hukum Positif (Analisis Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2015/PN 

Kbj) . Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa anak sebagai pelaku yang 

bernama Andika Putra Ramadhan Tarigan yang sudah memperbuat tindak 

pidana pembunuhan dengan sengaja. Terdakwa berbuat hal tersebut 

dikarenakan pelaku rasa jengkel dengan temannya. Di hukum pidana Islam itu 

ada perbedaan pendapat tentang kasus pembunuhan dengan sengaja oleh anak 

dibawah umur ini, ada juga pendapat tentang anak yang akan dikenai 
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hukuman qishas dan ada yang berpendapat hukuman qishasnya bisa diganti 

dengan diyat.6 

Berdasarkan hasil penelitian tersebut yang menjadi pembeda dengan 

penelitian penulis terletak pada : yang pertama adalah masalah apa yang 

menyebabkan anak melakukan pembunuhan, peneliti terdahuu kasusnya 

karena anak merasa kesal terhadap korban sedangkan kasus peneliti sekarang 

karena anak mengira pacarnya hamil dan tidak ingin bertanggung jawab. 

Yang kedua adalah peneliti terdahulu memakai teori qishas diyat sedangkan 

peneliti memakai teori pertimbangan hakim dan taklif. 

2. Hasil Penelitian Muhammad Yunus Febrian (2020) 

Pada penelitian Muhammad Yunus Febrian, yang berjudul 

Pertanggungjawaban Pidana Pembunuhan dengan Pelaku Anak Dibawah 

Umur Ditinjau dari Hukum Islam dan Hukum Positif. Hasil dari penelitian ini 

menunjukkan tentang yang menjadi penyebab anak berbuat tindak pidana 

pembunuhan dikarenakan faktor internal serta eksternal. Ada juga 

pertanggungjawaban pidana pembunuhan yang diperbuat oleh anak dibawah 

usia di hukum Islam belum dikenai qishas tapi dikenai jarimah diyat. Dalam 

hukum pidana yakni pelaku anak yang berusia 8 tahun hingga 12 tahun cuman 

 
6 Muhammad Iqbal Nuzulyansyah, ‘Pembunuhan Berencana Yang Dilakukan Oleh Anak 

Dibawah Umur Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif (Analisis Putusan Nomor Perkara 

7/Pid.Sus-Anak/2015/PN Kbj)’ (UIN Syarif Hidayatullah, 2016). 
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dikenai tindakan atau dikembalikan pada orang tuanya serta yang berusia 12 

tahun hingga 18 tahun dijatuhi hukuman.7 

Berdasarkan hasil penelitian tersebut yang jadi pembeda dengan penelitian 

penulis yakni penelitian terdahulu meneliti pertanggungjawaban pidana anak 

yang dikenai hukuman tindakan atau dipulangkan ke orang tuanya sedangkan 

peneliti meneliti pertimbangan hakim terhadap anak dibawah umur yang 

hukumannya adalah dijatuhkan pidana. 

3. Hasil Penelitian Iqbal Aji Ramdani (2020) 

Pada penelitian Iqbal Aji Ramdani, yang berjudul Sanksi Pidana Terhadap 

Pelaku Pembunuhan yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur Menurut 

Hukum Pidana Anak Di Indonesia (Studi kasus putusan nomor 12/Pid.Sus-

Anak/2016/PN Mtr) tahun 2020. Hasil penelitian ini menunjukkan 

bahwasannya ketentuan yang dibuat untuk landasan pengimplementasian 

hukuman pada anak terkandung di UU RI nomor 11 tahun 2012 mencakup 

pemberian batasan usia anak. Pemberian hukuman serta hak anak, lalu 

pengimplementasian hukuman dipakai adalah hukuman tindak pidana.8  

 
7 Muhammad Yunus Febrian, ‘Pertanggung Jawaban Pidana Pembunuhan Dengan Pelaku Anak 

Dibawah Umur Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Hukum Positif’ (UIN Sulthan Thaha Saifuddin, 

2020). 
8 Iqbal Aji Ramdani, ‘Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Anak 

Di Bawah Umur Menurut Hukum Pidana Anak Di Indonesia (Studi Kasus Putusan Nomor 12/Pid.Sus 

Anak/2016/PN Mtr)’ (Universitas Muhammadiyah Mataram: Mataram, 2020). 
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Berdasarkan hasil penelitian tersebut yang menjadi pembeda dengan 

penelitian penulis adalah peneliti terdahulu menerapkan sanksi yang sesuai di 

UU RI nomor 11 tahun 2012 sedangkan peneliti menerapkan pasl 340 KUHP.  

Berdasarkan beberapa penilitan relevan diatas belum ada membahas tentang 

tinjauan hukum Islam pada kasus kesengajaan pembunuhan yang dilakukan anak di 

bawah usia, oleh itu penulis tertarik untuk membahas dan menganalisis pertimbangan 

hakim dan tinjauan hukum Islam pada kasus pembunuhan berencana yang dilakuka 

anak di bawah usia. 

B. Tinjauan Teori 

1. Teori pertimbangan hakim 

Hakim di pertimbangannya yakni hal yang amat penting dalam menetapkan 

agar terhasilkan nilai putusan hakim yang didalamnya tercantum adil dalamnya 

(ex aequo et bono) serta didalamnya juga terkandung manfaat untuk semua orang 

yang bekaitan hingga pertimbangan hakim itu wajib dilakukan secara baik, 

cermat, dan teliti. Kalau hakim tidak teliti dalam pertimbangannya maka 

otomatis hakim dengan putusannya dalam mempertimbangkan perkara itu batal 

oleh pengadilan tinggi. 

Hakim untuk memeriksa berkas juga membutuhkan pembuktian, yang 

hasilnya dari pembuktian itu dipakai untuk jadi bahan pertimbannya untuk 

memutuskan perkaranya. Pembuktian itu adalah proses terpenting di pemeriksaan 

persidangan dan tujuan pembuktian ini agar memeroleh kepastiannya mengenai 
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fakta terajukan itu betul adanya terjadi agar menghasilkan putusannya hakim 

yang adil dan benar. Hakim juga bukan serta-merta bisa menjatuhkan putusannya 

karena itu harus meyakini untuknya kalau faktanya tersebut betul terjadi atau 

tidak dan agar juga nampak ada hubungan hukum antara para pihak. 

Hakikat pertimbangan hakim harusnya termuat tentang hal-hal sebagai 

berikut: 

a. Point persoalan yang diakui atau dalil yang tidak di sangkal. 

b. Ada analisis secara yuridis pada putusan semua aspek terkait semua fakta 

yang telah terbukti di persidangan. 

c. Ada semua bagian dari petitum penggugat harus dipertimbangkan satu per 

satu hingga hakim bisa mengambil kesimpulan terbukti atau tidak bisa 

diwujudkan tuntutan itu dalam surat putusan. 

Landasan hakim di penjatuhan putusannya di persidanga harus didasari pada 

teori serta hasil ketelitian yang maksimum yang setara di teori dan praktik. Satu 

upaya agar menggapai kepastian hukumnya di kehakiman, dimana hakim adalah 

penegak hukum lewat putusan bisa jadi patokan tergapainya kepastian hukum. 

Kekuasaan kehakiman merupakan badan untuk menentukan isi serta kekuasaan 

kaidah dalam hukum positif di konkretisasi oleh hakim lewat semua putusannya.9 

Bagaimana baiknya semua aturan perundang-undangan yang dibuat di negara, 

 
9 Sudut Hukum, ‘Teori Penjatuhan Putusan’, Suduthukum.Com, 2016 

<https://suduthukum.com/2016/10/teori-penjatuhan-putusan.html > (di akses 27 Jul 2022). 
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dalam upaya terjaminnya selamatnya masyarakat sampai sejahteranya 

masyarakat, semua peraturan tersebut tidak berarti, jika kekuasaan kehakiman 

tidak ada yang bebas diwujudkan dalam ruang lingkup peradilan yang bebas dan 

tidak berpihak, yang jadi salah satu unsur negara hukum. Sebagai yang 

melaksanakan di kekuasaan kehakiman yakni hakim, yang mempunyai 

wewenang dalam pemberian isi serta power pada norma-norma hukum didalam 

aturan perundang-undangan yang diberlakukan, hal ini diperbuat oleh hakim 

lewat putusannya. Tugas utama pada hakim itu memberi putusan pada perkara 

yang diberi kepadanya, di dalam perkara pidana hal itu tidak terlepas dari sistem 

pembuktian negatif (negative wetterlijke), yang di prinsipnya bertentu bahwa 

suatu kesalahan dianggap telah terbukti, di lain sisi adanya alat bukti menurut 

undang-undang juga ditetapkan keyakinan dari hakim yang didasarkan dengan 

integitas moral yang harus baik. 

Putusan hakim bukan serta-merta dilandasi dalam ketentuan yuridis aja, tapi 

juga dilandasi dalam batin. Ada juga di pemeriksaan perkara perdata, hakim 

sifatnya pasif, artinya tentang ruang lingkupnya atau luas pokok sengketanya 

yang diberi kepada hakim untuk dilihat dan diteliti, yang asasnya ditetapkan dari 

para pihak yang mengajukan perkara dan bukan hakim. Tetapi, hakim wajib aktif 

menolong dua belah pihak untuk dapat kebenaran oleh kejadian hukum yang 

menjadi sengketa antara para pihak. Sistem pembuktian positif (negative 

wetterlijke) dipakai hakim untuk menyelesaikan perkara perdata, dimana pihak 
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yang mengaku punya hak, maka ia wajib memberi bukti yang benar, dengan 

dilandasi pada bukti formil, yaitu alat bukti seperti terdapat dalam hukum acara 

perdata. Menurut Gerhard Robbes secara konteks ada 3 (tiga) esensi yang 

tercakup pada kebebasan hakim dalam melakukan kekuasaan kehakiman, yakni:   

a. Hakim cuman tunduk pada hukum dan keadilan,  

b. Tidak seorang pun termasuk pemerintah dapat mempengaruhi atau 

mengarahkan putusan yang akan diajukan oleh hakim, dan 

c. Tidak boleh ada konsekuensi terhadap pribadi hakim dalam menjalankan 

tugas dan fungsi yudisialnya.  

Kebebasan hakim untuk memeriksa serta mengadili perkara adalah mahkota 

untuk hakim yang wajib tetap dijaga dan dihormati oleh semua pihak tanpa 

terkecuali, supaya tidak ada pihak yang bisa mengintervensi hakim dalam 

melaksanakan tugasnya. Hakim yang memutus putusan, wajib 

mempertimbangkan hal banyak, baik yang terkait dengan perkara yang sedang 

diperiksanya, tingkat perbuatan kesalahan yang perbuat pelaku, hingga 

kepentingan pihak dari korban ataupun keluarganya serta mempertimbangkan 

pula keadilan untuk masyarakat. Sebelum menetapkan putusan, hakim akan 

bertanya ke diri sendiri, akankah ia jujur untuk mengambil putusan, atau tepatkah 

putusan yang akan diambilnya, yang bisa menyelesaikan sengketa, atau akan 
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adilkah putusan ini atau berapa banyak manfaat dari putusan yang diputuskan 

oleh hakim untuk para pihak berperkara atau untuk masyarakat umum.10 

2. Teori Taklif 

Taklif asal katanya dari kallafa yukallifu, taklifan. Penjelasan taklif dari bahasa 

yaitu pembebanan atau beban, kalau taklif dari istilah yaitu pemberian beban 

untuk suatu kewajiban terhadap seseorang dengan penjelasan menghendaki bahwa 

ada suatu perbuatan yang tercakup dalamnya suatu kesukaran. Pendapat Syekh 

Ali Ahmad al-Jarjawi, taklif itu seperangkat perintah dan larangan yang bertujuan 

untuk menghentikan manusia melakukan tindakan yang bisa merusak sistem 

kehidupan sosial mereka, dan untuk memberi tahu terhadap mereka untuk 

menggapai tujuan hidup meraka.11  

Taklif dalam ilmu fiqh, artinya suatu kewajiban yang harus dijalankan oleh 

semua Allah swt yang sudah menggapai umur baligh. Pengertian dari theology, 

taklif itu suatu tuntutan atau kewajiban yang tersimpan pada semua makhluk 

Allah swt untuk percaya dan berperilaku sebagaimana yang telah diturunkan 

Allah swt. 

Kecakapan seorang yang terima taklif disebut ahliyah taklif. Ahliyyah yang 

ada pada diri manusia, yang dimana adapun disebut Ahliyah al-wujub itu 

kelayakan seorang yang bisa menerima hak dan kewajiban atau bisa juga yaitu 

 
10 Bambang Sutiyoso, Reformasi Keadilan Dan Penegakan Hukum Di Indonesia (Yogyakarta: 

UII Press, 2010). 
11 Ummu Nurfarida, ‘Taklif Dalam Al-Qur’an (Studi Tafsir Tematik)’ (IAIN Ponorogo, 2018). 
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seorang untuk ditetap kepadanya sebagai hak dan kewajiban. Ahliyyah ini 

sesungguhnya yang membedakan manusia dengan hewan. Para fuqaha diartikan 

pada istilah zimmah, yakni naluri manusia agar bisa terima hak dari orang yang 

lain dan melaksanakan kewajibannya kepada orang lain. Ahliyyah wujub meliputi 

seluruhnya manusia tanpa melihat perbedaan dari segi jenis, umur, memiliki akal 

atau tidaknya, sehat atau sakit. Yang arti penciptaannya ini telah melekat pada diri 

semua manusia.  

Hal yang berkaitan dengan hak dan kewajibannya akan selalu terlekat pada 

diri semua manusia. Dasar ahliyah adalah sebab-sebab terkhusus yang 

diwujudkan Allah swt pada semua manusia. Sebab terkhusus tersebut dari para  

fuqaha‟ disebut al-zimmah, yakni sifat fitri insani yang ada di seluruh manusia, 

baik laki-laki maupun perempuan, anak-anak maupun janin, mumayyiz atau 

baligh, pintar maupun bodoh, waras maupun gila, dan sehat maupun sakit. Selama 

itu diartikan semua manusia, selama itulah keahlian itu ada dalam dirinya. 

Dengan arti ahliyah al-wujub yakni kemanusiaan dari manusia itu sendiri.12 

Ahliyah wujub ini diklasifikasikan menjadi dua: 

Pertama, Ahliyah al wujub an Naqisah yakni manusia yang bisa dapatkan hak 

tapi tidak bisa dapatkan hak tapi tidak bisa dibebankan kewajiban atau 

kebalikannya. Contoh pertamanya yaitu janin yang ada di perut ibunya yang 

berhak dapatkan warisan, wasiat, dan wakaf, tetapi tidak berhak diberi beban 

 
12 Ummu Nurfarida, ‘Taklif Dalam Al-Qur’an (Studi Tafsir Tematik)’ (IAIN Ponorogo, 2018) . 
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kewajiban pada dirinya kepada orang lain misalnya memberi nafkah, hibah, dll. 

Adapun contoh kedua adalah mayat yang menyimpan hutang. 

Kedua, Ahliyah al wujub al kamilah yakni manusia yang bisa dapatkan hak 

serta dibebani kewajiban. Kecakapan ini bisa didapat dari manusia lahir, masa 

kanak-kanak, tamyiz, sampai sudah baligh. Singkatnya, ini akan saling beriringan 

di hidup seluruh manusia. 

Ketiga, Ahliyah al-ada’ bahwa ulama usul fiqh mendefinisikan ahliyah al-

ada’ adalah kecakapan seorang mukallaf dalam melaksanakan suatu perbuatan 

dengan cara yang diatur dalam syarat. Sementara Sebagian ahli lainnya 

mendefinisikan ahliyah al-ada’ adalah kecakapan seorang mukallaf dalam 

melakukan perilaku verbal (tasarruf qawli). Oleh sebab itu, para ahli usul 

berpendapat bahwa ahliyah al-ada’ adalah salah satu syarat sahnya perkataan dan 

bukan tindakan konkret. 

Seseorang dipandang sebagai ahliyah al-ada’ atau memiliki kecrdasan secara 

sempurna apabila telah baligh, berakal dan bebas dari semua yang menjadi 

penghalang dari kecakapan ini seperti keadaan tidur, gila, lupa, terpaksa dan lain-

lain. Khusus berkaitan dengan harta. Kewenangan dan kecakapan seseorang 

dipandang sah selain balig, berakal, juga harus cerdas (rushd). Rushd adalah 

kemampuan seseorang untuk mengendalikan hartanya. 
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Ahliyah al-ada’ terdiri dari ahliyah al-ada’ naqisah dan ahliyah al-ada’ 

Kamilah. Yang pertama adalah ahliyah al-ada’ naqisah atau cakap berbuat 

hukum secara lemah, yaitu manusia yang telah mencapai umur tamyiz (kira-kira 7 

tahun) sampai batas dewasa. Penamaan naqisah (lemah) dalam bentuk ini oleh 

karena akalnya masih lemah dan belum sempurna. Manusia dalam batas umur ini 

dalam hubungannya dengan hukum sebagai tindakannya telah dikenai hukum dan 

Sebagian lainnya tidak dikenai hukum. Dan yang kedua adalah ahliyah al-ada’ 

Kamilah atau cakap berbuat hukum secara sempurna yaitu manusia yang sudah 

sampai fase baligh dan berakal. 

C. Kerangka Konseptual 

1. Hukum Islam 

Hukum Islam yaitu aturan yang dilandasi di petunjuk Allah swt serta sunnah 

Rasul tentang perilaku mukallaf (seorang yang layak dibebankan kewajiban) 

diakui dan dipercaya, yang diikat untuk seluruh pemeluk agama Islam. Merujuk 

dengan apa yang telah diperbuat oleh Rasul dalam menjalankan keseluruhannya. 

Syariat secara istilah itu semua perintah hukum dari Allah swt  bagi hambanya 

yang dibawa Nabi, baik itu berkaitan pada keyakinan (aqidah) atau terkait pada 

amaliyah.13    

Syariat Islam secara bahasa artinya pijakan yang diakui semua umat yang 

bertuju ke Allah swt. Islam bukan saja agama yang mendidik mengenai 

 
13 Islamul Haq, Fiqh Jinayah (Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2020). 
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melaksanakan shalat ke Tuhan saja. Dengan adanya ketentuan Allah swt dalam 

mengelola hubungan umat terhadap Allah swt serta hubungan umat dengan 

sesama umat.  

Peraturan itu berada di semua didikan Islam, terkhususnya Al-Quran dan 

Hadits. Hukum Islam dalam definisinya yakni aturan yang diberikan Allah swt 

bagi seluruh manusia yang diperoleh Nabi Muhammad saw dulu, mau itu hukum 

terkait keyakinan ataupun hukum yang terkait perilaku yang diperbuat oleh 

seluruh umat Islam.14 

2. Pembunuhan Berencana 

Pembunuhan yaitu suatu tindakan menghilangkan nyawa manusia yang 

menyebabkan hilang hidupnya yaitu tindakan merobohkan formasi bangunan 

yang disebut manusia. Pembunuhan pertama di kehidupan manusia yakni 

pembunuhan yang dilakukan Qobil terhadap Habil.15  Hal ini dijelaskan oleh 

Allah swt dalam Al-Qur‘an Surah Al-Maidah Ayat 30. 

 

Terjemahnya:  

 
14 Islamul Haq, Fiqh Jinayah (Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2020). 
15 Saldi Mardika Putra, ‘Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana 

Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama’ (UNHAS Makassar: Makassar, 2017). 
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“Maka nafsu qobil mendorongnya untuk membunuh saudaranya, kemudian 

dia pun (benar-benar) membunuhnya maka jadilah dia termasuk orang yang 

rugi”.16 

Dalam surah al-maidah ayat 32, Allah swt menjelaskan tentang pembunuhan 

pertama yang tidak beralasan pada seseorang adalah sama dengan membunuh 

manusia secara menyeluruh disebutkan sebagai berikut. 

ضِ فكََانََّمَا   رَْٓ رَاۤءِيْٓلَ انََّهٗ مَنْٓ قَتلََ نَفْٓسًاۢ بغَِيْٓرِ نَفْٓسٍ اوَْٓ فسََادٍ فِى الْْٓ لِ ذٰلِكَ ۛ كَتبَْٓنَا عَلٰى بَنِي ْٓ اسِْٓ مِنْٓ اجَْٓ

يَا النَّاسَ جَمِيْٓعاً وَۗلقََدْٓ جَاۤءَتْٓهُمْٓ رُسُلنَُا بِالْٓبَ ي نِٰتِ ثمَُّ انَِّ كَثِيْٓرًا   يَاهَا فكََانََّمَا  احَْٓ قَتلََ النَّاسَ جَمِيْٓعًاۗ وَمَنْٓ احَْٓ

نَ  رِفوُْٓ ضِ لمَُسْٓ رَْٓ نْٓهُمْٓ بعَْٓدَ ذٰلِكَ فىِ الْْٓ  م ِ

Terjemahnya :  

“oleh karena itu kami tetapkan (suatu kaum) bagi bani israil, bahwa barang 

siapa membunuh seseorang bukan karena orang itu membunuh orang lain, 

atau bukan karena berbuat kerusakan dibumi, maka seakanakan ia telah 

membunuh semua manusia, barang siapa memelihara kehidupan seorang 

manusia, sesungguhnya rasul telah datang kepada mereka dengan (membawa) 

keterangan-keterangan yang jelas, tetapi kemudian banyak diantara mereka 

setelah melampaui batas.”17 

Pembunuhan berencana itu kejahatan mengambil paksa nyawa manusia lain, 

atau membunuh, setelah dilakukannya perencanaan tentang waktu dan metode 

yang bertujuan pastinya keberhasilan pembunuhan atau untuk mencegat 

penangkapan. 

 
16 Departemen Agama RI, ‘Al-Qur’an Dan Terjemahannya (Al-Maidah (5): 30)’ (Jakarta: 

Lajnah Pentahsihan Al-Quran, 2019). 
17 Departemen Agama RI, ‘Al-Qur’an Dan Terjemahannya (Al-Maidah (5): 32)’ (Jakarta: 

Lajnah Pentahsihan Al-Quran, 2019). 
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3. Anak Di bawah Umur 

Hukum di Indonesia tentang anak artinya sebagaian orang belum cukup 

dewasa (Minderjarig/person underage), orang yang dikategorikan di bawah usia 

(Minderjarigheid/Inferiority) dan anak dibawah umur itu juga belum mencapai 

18 tahun dalam hukum positif sedangkan dalam hukum Islam anak dibawah 

umur itu sampai 12 tahun dapat disebut anak yang dalam pengawasan wali 

(Minderjarigundervoordij).  

Anak jika ditinjau lebih jauh dari segi kronologis menurut hukum bisa 

berbeda-beda tergantung kondisi, waktu dan keperluan apa hal ini juga bisa 

memengaruhi pencegatan yang dipakai dalam menetapkan usia anak, penjelasan 

anak bisa ditinjau dari aturan perundang-undangan No 4 Tahun 1979 mengenai 

kebaikan Anak yakni seorang masih tidak menggapai usia 21 tahun dan belum 

menikah.18 

Peraturan UU Nomor 11 Tahun 2012 mengenai Sistem Peradilan Pidana Anak 

pada pasal 1 ayat 3 dinyatakan bahwa anak adalah anak yang bermasalah dengan 

hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 tahun 

tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana, Adapun 

pada bab V pasal 69 ayat 2 yakni anak yang belum berusia 14 tahun hanya dapat 

dikenai Tindakan. 

 
18 Abdussalam, Hukum Perlindungan Anak (Jakarta: Restu Agung, 2007). 
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Adapun pasal 1 ayat 5 UU No. 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia 

dinyatakan anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 tahun dan 

belum menikah termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut 

adalah demi kepentingannya. Serta ada juga pada UU No. 11 tahun 2014 tentang 

perubahan atas UU No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak adalah 

seseorang yang belum berusia 18 tahun termasuk anak yang masih dalam 

kandungan. Seseorang yang masih berusia di bawah 18 tahun tergolong usia anak 

sehingga berhak diberi perlindungan atas hak-hak yang mesti didapatkannya. 

Anak yang bermasalah pada hukum berusia 12 tahun tapi tidak sampai usia 18 

tahun yang berbuat tindak pidana serta anak jadi korban tindak pidana 

selanjutnya diartikan seperti anak yang tidak sampai usia 18 tahun yang lalu 

dilakukan penyiksaan fisik, mental dan kerugian ekonominya atau dialami 

dirinya.19 Pendapat Abdul Qadir Audah, anak bisa ditentukan bahwa laki-laki itu 

belum menegeluarkan air mani serta untuk perempuan belum dating bulan, dan 

juga tidak pernah hamil. Kalau pendapat Jumhur Fuqaha mengenai kedudukan 

anak laki-laki dan anak perempuan sama mengenai kedewasaan yakni 

mengeluarkan air mani dan sudah dating bulan serta sudah terlihat 

kecerdasannya.20 

  

 
19 R. Wiyono, Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 

2016). 
20 M. Nurul Irfan, Nasab Dan Status Anak Dalam Hukum Islam (Jakarta: Imprint Bumi Aksara, 

2016). 
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D. Kerangka Pikir 

 

Pembunuhan Berencana 

Oleh Anak Di Bawah 

Umur 

Teori Pertimbangan Hakim 

1. Perlindungan hukum 

oleh pihak 

kepolisian 

 

Teori Taklif 

Putusan Hakim No. 

5/Pid.Sus-

Anak/2021/PN Bar 

Tinjauan Hukum 

Islam 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pertimbangan hakim 

menjatuhkan hukuman untuk terdakwa anak pidana penjara selama 9 tahun dan 6 

bulan sudah cukup maksimal. Hukum pidana Islam, pidana pembunuhan 

berencana tidak dapat dijatuhkan hukuman qishas dan terdakwa anak belum 

mendapatkan pembebanan hukum (taklif) yang di putuskan Hakim dikarenakan 

terdakwa anak belum baligh menurut ulama Syafiiyah dan Hambali serta 

berdasarkan asas legalitas. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Penelitian yang dijalankan oleh peneliti, jenis penelitian yang dipakai yakni 

Penelitian Kualitatif Lapangan (Field Research) yang mengkaji dan meneliti dengan 

langsung dari pihak atau instansi yang terkait dengan masalah yang diteliti, yang 

dilaksanakan dalam bentuk wawancara untuk dapatkan data dari informasi yang 

akurat dan wawancara dengan hakim ketua Pengadilan Negeri Barru.21 

Penelitian ini memakai pendekatan penelitian yuridis dan Syar’i, suatu metode 

kualitatif pada penelitian yang melihat pada peraturan perundang-undangan yang 

berlaku dan pendekatan Syar’i yang berpedoman dengan Al-qur’an dan hadits.   

B. Lokasi dan Waktu Penelitian 

Lokasi Penelitian ini dilaksanakan di PN Kota Barru, penelitian ini dilaksanakan 

pada rentang waktu kurang lebih dua bulan sesuai kebutuhan penelitian. 

C. Fokus Penelitian 

Fokus penelitian merupakan hal-hal yang akan diteliti, yang meliputi:  

a. Pertimbangan hakim terhadap putusan pidana pembunuhan berencana 

Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN Bar. 

 
21 Juliansyah Noor, Metodologi Penelitian (Jakarta: Kencana, 2012). 
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b. Tinjauan hukum pidana Islam terhadap kebijakan putusan pidana 

pembunuhan berencana Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN Bar 

D. Jenis dan Sumber Data 

Agar memeroleh data, dibutuhkan sebagai dasar penelitian maka penulis 

melaksanakan pengumpulan data dari lapangan dengan menggunakan dua metode  

yakni data yang dipakai yaitu data yang mencakup bahan yang sifatnya primer serta 

sekunder.22 

1. Bahan-bahan yang bersifat primer 

Data primer yaitu data yang didapat langsung pada responden dilapangan 

supaya penelitian ini memeroleh informasi jelas. Teknik yang dipakai pada 

penetapan responden yakni menetapkan jumlah responden yang ditanyai agar 

memeroleh informasi dari responden tersebut yaitu oleh hakim ketua 

Pengadilan Negeri Barru. 

2. Bahan-bahan yang bersifat sekunder 

Data sekunder yaitu didapatnya data dari sumber eksternal ataupun sumber 

internal. Penulis dalam penelitian ini dapat data dari buku literatur, internet, 

jurnal, skripsi yang berkaitan beserta data lain yang bisa menolong sedianya 

data relevan sama pokok penelitian ini.  

 
22 Joko Subagyo, Metode Penelitian (Daklam Teori Praktek) (Jakarta: Rineka Cipta, 2006). 
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E. Teknik Pengumpulan dan Pengelolahan Data 

Data yang terkumpul dalam penelitian ini merupakan pengumpulan prosedur 

pengelolaan dan analisis data yang sesuai dengan metode pendekatan yang 

dijalankan.23 Karena penelitian memakai metode kualitatif jadi metode pengola data 

dijalankan memakai data dalam bentuk kalimat tersusun runtun logis dan tidak 

tumpang tindih serta efektif hingga memudahkan pemahaman dan interpretasi data 

dan informasi. 

1. Wawancara  

Wawancara adalah teknik mengumpulkan data yang dijalankan dalam 

mengumpulkan data, jika peneliti mau melakukan suatu pendahuluan agar 

menemukan masalah yang mau diteliti mengenai hal yang secara dalam dari 

responden tersebut dengan demikian maka dilakukan wawancara dengan 

pertanyaan yang telah dibuat oleh peneliti serta bertuju pada pendalam 

informasi serta dijalankan tidak secara formal tersusun. 

2. Observasi 

Observasi yaitu suatu proses melihat, mengamati serta mencermati tingkah 

laku secara sistematis agar sebuah tujuan tertentu. Observasi yaitu suatu 

kegiatan melakukan sebuah pengamatan atau kegiatan dalam mencari data, 

yang bisa dipakai dalam suatu kesimpulan dan diagnose. 

3. Dokumentasi 

 
23 Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum (Jakarta: Sinar Grafika, 2011). 
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Dokumentasi adalah suatu catatan peristiwa yang sudah lampau, baik dalam 

bentuk tulisan, atau karya yang memiliki momen. Dokumen yang berbentuk 

gambar seperti foto, video, dan lain sebagainya. Teknik mengumpulkan data 

dengan dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi 

dan wawancara dalam penelitian kualitatif. 

4. Studi Kepustakaaan 

Studi Kepustakaan adalah teknik pengumpulan data dengan mengumpulkan 

bahan yang berupa dokumen, buku-buku, atau bahan pustaka lainnya yang 

menyangkut dengan obyek yang diteliti, dalam hal ini menyangkut tindak 

pidana pembunuhan berencana oleh anak di bawah umur. 

F. Uji Keabsahan Data 

Penelitain Kualitatif dapat dinyatakan absah ketika ketentuannya telah sesuai 

telah sesuai seperti Kepercayaan (Credibility), Keteralihan (Transferability), dan 

Kepastian (Confirmability).24 

1. Keterpercayaan (Credibility/ Validasi Internal Penelitian) 

Penelitian berawal oleh suatu data. Data yaitu seluruh sesuatu yang berada 

didalam sebuah penelitian maka data haruslah benar-benar valid. Ukuran 

validasi tercantum pada alat atau menyaring data, apakah benar, tepat, sesuai 

serta mengukur apa saja yang harus diukur. Agar bisa menyaring data 

penelitian kualitatif harus terdapat alat yang bertempat di penelitiannya yang 

 
24 Djama’an Satori dan Aan Komariah, Metodelogi Penelitian Kualitatif (Bandung: Alfabeta, 

2017). 
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ditolong dengan menggunakan metode Interview, FGD, Observasi, serta 

Studi Dokumen. 

2. Keteralihan (Transferability/ Validasi Eksternal) 

Validasi eksternal berhubungan sama derajat akurasi yang menandakan 

bahwa hasil dari penelitian bisa digeneralisasikan ataupun diterapkan di 

populasi yang mana sampel itu didapat ataupun di settingan sosial yang beda 

pada karakteristik yang hampir sama.  

3. Kepastian (Confirmability) 

Uji Confirmability artinya uji hasil dari penelitian lalu kemudian 

dihubungkan diproses yang sudah dijalankan. Jika hasil penelitian adalah 

tujuan oleh proses penelitian yang dijalankan peneliti, jadi penelitian itu 

sudah terpenuhi standarnya Confirmability. 

G. Teknik Analisis data 

Analisis data adalah proses mencari serta menyusun yang sistematis data yang 

didapat oleh hasil wawancara atau bahan lain agar menghindari kesalahan banyak 

serta memudahkan pemahaman tentang teknik analisis data yang digunakan didalam 

penelitian ini yakni analisis data kualitatif analisis adalah mengolah data seperti 

mengumpulkan data, menguraikan lalu membandingkan pada teori yang 

bersangkutan pada masalah lalu akhirnya bisa menarik kesimpulan.25 

  

 
25 HB. Sutopo, Pengantar Metodologi Penelitian Kualitatif (Surakarta: UNS Press, 2002). 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Pidana Pembunuhan Nomor  

5/Pid.Sus-Anak/2021/PN Bar 

Hukum pidana adalah hukuman yang sudah dicantumkan dalam aturan 

perundang-undangan, supaya seseorang bisa mengetahui semua aturan hukum dan 

persoalan-persoalan hukum di dalamnya. Perumusan hukum pidana sudah tertuang 

dalam KUHP. Salah satunya tindak pidana yaitu pelaku perencanaan pembunuhan, 

didalam hal ini diperbuat oleh anak di bawah usia yang hukumannya sudah jelas 

dilarang dalam hukum pidana positif yang juga sangat meresahkan masyarakat.26 

Berdasarkan keterangan tindakan kejahatan pelaku perencanaan pembunuhan 

yang diperbuat oleh anak di bawah umur akan diberikan hukuman berdasarkan pasal 

340 KUHP.27 Fakta-fakta hukum dalam persidangan kalau terdakwa benar adanya 

dilakukan penangkapan bagi terdakwa anak Ahmad Alfin Amin Ismail Alias Alfin 

Bin Ismail, dan saksi Batman bin Hatta, saksi anak Elmy Rianti Heluka alias Anti 

binti Elmus Heluka dan saksi anak Aksarah Nabila Purnomo alias Nabila binti Dian 

Purnomo, saksi Asma UI Husna binti Batman dan saksi Usman Maddi alias Usman 

bin Maddi, saksi Takwin alias Takdir bin Kadu dan saksi Rijal bin Abdul Rasyid.  

Pada kamis tanggal 26 Agustus 2021, mungkin Jam 15.40 Wita di Kampung 

Waenungnge, Desa Lompo Tengah, Kecamatan Tanete Riaja, Kabupaten Barru, 

 
26 Sudarto, Hukum Pidana 1 (Semarang: Yayasan Sudarto Fakultas Hukum UNDIP, 2019). 
27 Kartini Kartono, Patologi Sosial (Jakarta: PT Rajawali Pers, 2009). 



29 

 

 

melakukan pembunuhan bahwa benar pada lokasi tersebut melakukan pembunuhan 

dengan sengaja dan terencana lebih dulu mengambil paksa nyawa orang lain yang 

diperbuat anak. 

Adapun cara anak meluncurkan aksinya yaitu sehari sebelum melakukan aksinya 

anak telah merencanakan untuk membunuh korban dengan tidak memakai senjata 

tajam kemudian keesokan harinya, anak menjemput lalu mengajak korban masuk 

kedalam semak-semak dengan tujuan agar terlindung dari penglihatan orang jika ada 

yang melintas dipinggir jalan, kemudian korban pun mengikuti anak sampai kedalam 

semak-semak. 

Anak dan korban membicarakan perihal kehamilan korban kemudian anak dan 

korban terlibat pertengkaran mulut karena korban tidak mau memperlihatkan bukti 

bahwa dirinya hamil dan juga korban tidak mau jika kandungannya digugurkan. Anak 

pun menarik kepala korban dengan menggunakan tangan kanannya dan langsung 

memiting / menjepit leher korban dengan lengan kanan anak, dimana leher korban 

berada diantara lengan tangan bawah anak, lalu anak menjepit leher korban dengan 

sekuat tenaga agar leher korban rapat kebagian siku dan dada anak sampai korban 

sulit bernafas. 

Korban meronta sambil berusaha melepaskan jepitan kuncian lengan anak, 

dengan cara korban berusaha melepaskan lengan anak dari leher korban sampai jilbab 

korban terlepas dan jatuh ke tanah, tetapi anak tetap menjepit leher korban dengan 

kuncian lengannya pada leher korban sampai anak merasa korban tidak bergerak lagi, 
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selanjutnya anak menjatuhkan korban ke tanah hingga jatuh tersungkur dengan 

bagian wajah yang terlebih dahulu jatuh ke tanah. 

Anak yang masih melihat korban masih bergerak segera mencari batu 

disekitarnya dan menemukan batu sebesar cengkraman tangannya berbentuk bulat, 

kemudian anak langsung menghantamkan batu itu dengan sekuat mungkin di bagian 

belakang kepada korban dengan posisi anak yang masih berdiri sedangkan korban 

tersungkur tak berdaya sampai batu tersebut terpental setelah anak melempari korban 

sebanyak satu kali. 

Anak yang masih melihat kaki korban yang bergerak satu kali lalu anak segera 

mencari kembali batu lain yang berada disekitarnya kemudian menemukan satu batu 

besar yang bentuknya agak pipih yang kemudian anak genggam dengan 

menggunakan telapak tangan kanan anak, kemudian dengan posisi anak yang sedikit 

jongkok langsung menghantamkan batu itu dengan sekuat mungkin pada kepala 

korban dibagian kepada belakang sebelah kiri sebanyak tiga kali, dan saat anak sudah 

memastikan korban tidak bergerak maka anak berhenti menghantamkan batu tersebut 

ke kepala korban dan membuang batu tersebut di tanah. 

Anak mengambil handphone milik korban yang tergeletak di tanah tidak jauh 

dari kaki korban, kemudian anak bergegas pergi dengan membawa handphone korban 

dan kemudian anak mengendarai motornya kembali ke rumah, akan tetapi saat 

perjalanan pulang ke rumah, anak melewati sungai Mangottong dan membuang 
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handphone korban ke sungai, lalu anak bergegas pulang ke rumahnya untuk 

menyimpan helm, kemudian anak pergi ke lapangan takraw. 

Pertanggung jawaban tindak pidana pelaku pembunuhan berencana dapat 

dikategorikan sebagai tindak pidana yang ancaman hukumannya berdasarkan 

dakwaan penuntut umum, mengajukan permohonan dakwaan didalam perkara 

putusan nomor 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN Barru, dimana jaksa penuntut umum 

mengajukan dakwaan kepada terdakwa Ahmad Alfin Amin Ismail Alias Alfin Bin 

Ismail pada hari Kamis tanggal 26 Agustus 2021 sekitar pukul 15.40 Wita bertempat 

di Kampung Waenungnge, Desa Lompo Tengah, Kecamatan Tanete Riaja, 

Kabupaten Barru dimana Pengadilan Negeri Barru. 

Anak sudah didakwa Penuntut Umum dengan dakwaan yang bentuknya 

Gabungan yaitu alternatif subsideritas yakni Dakwaan Pertama Primer: Pasal 340 

Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Pertama Subsider: Pasal 338 Kitab Undang-

undang Hukum Pidana atau Kedua Pasal 80 ayat (3) jo Pasal 76 C Undang-undang 

Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 mengenai Perlindungan Anak seperti yang 

sudah diubah pertama di Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 

mengenai Perubahan pada Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 mengenai 

Perlindungan Anak dan diubah terakhir dengan Undang-undang Republik Indonesia 

Nomor 17 tahun 2016 mengenai Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

undang RI Nomor 1 tahun 2016 mengenai Perubahan Kedua pada Undang-undang 

Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 mengenai Perlindungan Anak menjadi 
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Undang-undang, sehingga Majelis Hakim  memperhatikan semua fakta hukum diatas 

memilih langsung dakwaan alternatif pertama, dengan membuktikan dakwaan 

pertama primer terlebih dahulu seperti yang diatur didalam Pasal 340 Kitab Undang-

undang Hukum Pidana.  

Unsur-unsurnya meliputi yaitu barang siapa, dengan sengaja, dengan 

direncanakan terlebih dahulu, serta menghilangkan nyawa orang lain. Adapun unsur 

pertama yakni “Barang siapa” yang disini artinya pelaku yang melakukan tindak 

pidana apapun itu dan melihat juga pertimbangan hakim yaitu bahwasannya unsur 

barang siapa didalam ajaran hukum pidana adalah merujuk subjek oleh perbuatan 

pidana pelaku tindak pidana. 

Pertimbangan hakim selanjutnya adalah bahwa dapat tidaknya subjek hukum 

di hukum, haruslah dilihat oleh ajaran pertanggungjawaban dimana dalam 

menentukan pertanggungjawaban haruslah memperhatikan keadaan jiwa dan 

psikologinya, sehingga untuk seseorang dikategorikan sebagai pelaku tindak pidana 

adalah kalau keadaan jiwa orang itu sedemikian rupa, hingga ia bisa mengerti atau 

sadar akan nilai dari perbuatan yang dilakukannya itu, hingga bisa juga mengerti akan 

perbuatan serta akibatnya. 

Analisis hakim dalam melihat keadaan meringankan salah satunya adalah melihat 

keadaan psikologi terdakwa anak agar terdakwa anak dapat tahu dan mengerti akan 

apa yang terjadi jika melanggar hukum, jadi bukan hanya terdakwa anak berperilaku 
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sopan, atau tidak pernah bermasalah dengan hukum yang menjadi keadaan yang 

meringankan tapi melihat kondisi jiwa atau psikologinya. 

Terdakwa anak dikenakan sesuai dengan ketentuan umur anak tersebut yang 

sudah dicantumkan dalam undang-undang. Hal ini pertimbangan hakim yakni 

“Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka (3) Undang-Undang RI 

Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak diatur bahwa Anak 

yang bermasalah pada Hukum yang selanjutnya disebutkan Anak adalah anak yang 

sudah berusia 12 (dua belas) tahun, tapi menginjak usia 18 (delapan belas) tahun yang 

diduga melakukan tindak pidana” 

Analisis hakim didalam pertimbangan tadi adalah terdakwa anak dapat dikenakan 

hukuman jika sudah berumur 18 (delapan belas) tahun sedangkan terdakwa anak 

berumur 14 (empat belas) tahun yang berarti terdakwa masuk kategori anak di bawah 

usia dan belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun. Dan hukuman pada anak di 

bawah umur itu ½ (seperdua) dari hukuman orang dewasa. 

Pertimbangan hakim yakni “Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di 

persidangan Majelis Hakim menilai Anak dapat menjawab pertanyaan dengan baik 

serta benar dengan menyatakan sadar di saat kejadian perkara terjadi tanggal 26 

Agustus 2021 sekitar pukul 15.40 WITA. Sehingga Majelis Hakim memeroleh 

keyakinan kalau Anak dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya” 
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Analisis hakim disini sudah yakin bahwa terdakwa anak mampu bertanggung 

jawab atas perbuatan yang dilakukan, dikarenakan juga terdakwa anak memiliki jiwa 

yang sehat sehingga terdakwa anak dihadapkan dalam persidangan, dan secara yuridis 

terdakwa anak sudah memenuhi kriteria sebagai “Barang Siapa” maka menurut 

Majelis Hakim sudah terpenuhi. 

Adapun unsur kedua yaitu “Dengan sengaja” hakim menimbang, bahwa yang 

dimaksud dengan sengaja adalah diartikan sebagai adanya sikap batin dengan 

menghendaki dan mengetahui untuk melakukan suatu perbuatan, serta dalam 

kesengajaan tersebut dapatlah diketahui dengan adanya kemauan seseorang untuk 

melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan dilarang ataupun diperintahkan 

oleh undang-undang. 

Analisis hakim dalam hal dengan sengaja berarti sudah berniat dan berencana 

untuk membunuh korbannya serta kemauan yang sangat besar untuk membunuh 

dengan secepatnya tanpa memikirkan kalau perbuatan itu dilarang didalam undang-

undang yang dilanggarnya juga pasti harus mempertanggungjawabkan perbuatan itu 

dengan cara di beri hukuman yang setimpal. 

Dalam ilmu hukum pidana dikenali ada 3 (tiga) tingkatan atau bentuk 

kesengajaan, yakni: 

1. Kesengajaan itu maksudnya yakni adalah kehendak ataupun tujuan yang 

dimaui oleh si pembuat; 
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2. Kesengajaan sama sadarnya kepastian, yakni adalah keinsyafan oleh si 

pembuat akan adanya kepastian akibat dari perbuatan si pembuat; 

3. Kesengajaan sama sadar kemungkinannya, yakni adalah keinsyafan dari si 

pembuat pada adanya suatu kemungkinannya akibat dari perbuatan si 

pembuat; 

Analisis hakim untuk bisa menetapkan adanya unsur kesengajaan atau ada 

maksud ataupun niatnya bisa disimpulkan dari cara ia melaksanakannya dan semua 

masalaah yang mencakup perbuatannya tersebut. Meskipun itu, terpenting yakni 

tujuan dari suatu perbuatan sangat erat hubungannya sama sikap jiwa dari pelaku, 

perilaku mana adalah perwujudan dari kehendak yang ada dalam sikap serta jiwanya 

yang bertujuan menghilangkan jiwa seseorang. 

Terungkap dalam semua fakta persidangan bahwa di hari Rabu tanggal 25 

Agustus 2021 mungkin pukul 22.00 WITA Anak Korban mengubungi Anak untuk 

meminta Anak bertanggung jawab dengan mengatakan kalau tidak ada kepastian 

mulai hari Kamis tanggal 26 Agustus 2021 sampai hari Senin tanggal 30 Agustus 

2021 maka Anak Korban akan menyebarkan kehamilannya kepada orang tuanya dan 

kepada orang lain. Pada saat itu Anak masih memberikan saran untuk menggugurkan 

kandungannya kalau itu memang benar karena Anak Korban belum memperlihatkan 

bukti kehamilannya kepada Anak. Kemudian setelah Anak dihubungi oleh Anak 

Korban, Anak bermain game sambil berpikir bagaimana cara untuk menggugurkan 

kandungan dan cara agar Anak tidak bertanggungjawab. Pada saat itu Anak sempat 
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membayangkan ingin membunuh Anak Korban dengan menggunakan senjata tajam 

atau pisau namun Anak takut. 

Hari Kamis tanggal 26 Agustus 2021 mungkin pukul 15.30 WITA, Anak 

mendapatkan chat dari Anak Korban yang ingin dijemput depan rumah seorang nenek 

setelah mendapatkan chat tersebut, Anak langsung bergegas menggunakan sepeda 

motor. Tujuan awal Anak dan Anak Korban untuk jalan- jalan sambil membahas 

masalah kehamilan Anak Korban. Namun diperjalanan Anak Korban berkata kepada 

Anak untuk mencari tempat karena di kampung Lisu ada banyak keluarga Anak 

Korban di sana. Kemudian Anak membawa Anak Korban ke Waenungnge, Desa 

Lompoh Tengah, Kecamatan Tanete Riaja, Kabupaten Barru” 

Anak sampai sekitar pukul 15.40 WITA di Waenungnge, Desa Lompoh Tengah, 

Kecamatan Tanete Riaja, Kabupaten Barru, Anak memutar balik motor ke arah 

rumahnya dan memarkir motornya di pinggir jalan. Kemudian Anak dan Anak 

Korban turun dari motor dan pergi ke tempat semak-semak yang agak terlindung dari 

jalanan agar tidak ada orang yang melihat. Kemudian Anak dan Anak Korban 

mengobrol sampai bertengkar mulut karena Anak Korban tidak mau memperlihatkan 

bukti bahwa dirinya hamil dan juga tidak mau menggugurkan kandungannya.  

Saat itu Anak langsung dari belakang menarik kepala Anak Korban pakai tangan 

kanan Anak lalu langsung mencekik lehernya dengan menjepit dengan tangan 

kanannya antara lengan bawah dan atas kanan kemudian Anak jepit rapat pada bagian 

siku Anak kemudian Anak rapatkan pada bagian dada dan ketiak kanan Anak dengan 
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sekuat tenaga sekitar 3 menit sampai Anak Korban meronta sambil berusaha 

melepaskan cekikan atau kuncian siku Anak dengan menarik tangan Anak. Namun 

tidak bisa, sampai jilbabnya terlepas dan terjatuh ke tanah. Anak tetap mencekik leher 

Anak Korban dengan kuncian siku sekuat tenaga sampai Anak merasa Anak Korban 

tidak melawan dan langsung Anak melepasnya sehingga tubuhnya langsung jatuh 

tersungkur ketanah bebatuan yang ada ditempat tersebut dalam posisi tengkurap 

dengan bagian wajah yang lebih dahulu membentur bebatuan. 

Terdakwa anak melihat Korban masih bergerak, sehingga untuk memastikan 

Anak Korban mati maka Anak langsung mengambil 1 (satu) buah batu gunung 

sebesar cengkraman tangan Anak yang berbentuk agak bulat yang ada di lokasi 

kejadian dan langsung menghantam bagian kepala belakang tepatnya pada bagian 

leher Anak Korban dengan cara melemparkan batu tersebut dalam keadaan berdiri 

agak jongkok sebanyak 1 (satu) kali dengan sekuat tenaga sampai batu tersebut 

terpental agak jauh dari korban. Saat itu Anak masih melihat bagian kaki Anak 

Korban masih bergerak sehingga Anak kembali mengambil 1 (satu) buah batu sebesar 

segenggaman tangan Anak bentuk bundar pipih dengan menggunakan tangan kanan 

lalu menghantamkan batu tersebut dengan sekuat tenaga pada kepala bagian belakang 

sebelah kiri belakang telinga kiri Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali kemudian Anak 

melempar batu tersebut kearah kepala bagian belakang Anak Korban dengan sekuat 

tenaga sebanyak 1 (satu) kali.  
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Saat Anak mengamati bagian tubuh Anak Korban sudah tidak bergerak sehingga 

Anak beranggapan Anak Korban sudah mati. Anak langsung berhenti dan membuang 

batu disekitar tempat kejadian. Lalu Anak melihat handphone milik Anak Korban 

berada didekat kakinya kemudian mengambil handphone tersebut lalu meninggalkan 

tempat kejadian dan menuju kembali ke rumah Anak untuk menyimpan Helm. 

Setelah itu Anak bergegas pergi ke jembatan sungai Mangottong untuk membuang 

Handphone milik Anak Korban. Selanjutnya Anak pergi kelapangan takrow 

menggunakan motor. Kemudian Anak kembali ke rumah dan tidak menceritakan 

perbuatan Anak kepada siapapun. 

Analisis hakim dalam pertimbangannya bahwa berdasar pada uraian di atas lalu 

kalau disangkutkan pada arti “dengan sengaja” seperti yang sudah diuraikan 

sebelumnya, maka didapati fakta tentang pencekikan di leher Anak Korban dan 

pemukulan batu pada bagian belakang kepala Anak Korban secara berulang kali yang 

diperbuat oleh Anak itu suatu perbuatan yang dikehendakinya, hal ini bisa dilihat dari 

adanya hubungan sebab- akibat dan masalah yang meliputi perbuatan Anak terhadap 

Anak Korban. Kehendak serta pengetahuan pada hubungan diantara perilaku dan 

akibat yang muncul telah ditahu oleh Anak sebelum menjalankan aksinya itu atau 

setidak-tidaknya di saat mengawali aksinya itu, oleh itu jadi pada unsur ”dengan 

sengaja”  Majelis Hakim menyatakan sudah terpenuhi. 

Adapun unsur ketiga yaitu unsur sengaja “dengan direncana lebih dahulu” 

dikenal dengan dolus premeditates yang mensyaratkan tiga hal yakni : 
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1. Pelakunya memutus kehendak didalam keadaan tenang; 

2. Adanya jangka waktu cukup dari keputusan kehendak serta pelaksanaan 

kehendak; 

3. Pelaksanaan kehendaknya berlaku didalam keadaan tenang; 

Hakim dalam pertimbangannya yakni bahwa untuk mengetahui apakah 

terdapat rencana lebih dulu dari adanya niat dengan pelaksanaan terdapat 

waktu/tempo cukup digunakan untuk berpikir secara tenang, tempo tersebut bukanlah 

hal yang terpenting, dapat dalam waktu singkat dapat pula dalam waktu lama. Hal 

yang terpenting didalam adanya waktu cukup bagi seseorang dimana adanya 

kesempatan berpikir dengan tenang tentang akibat dari perbuatannya dan bahwa 

seseorang tersebut masih memiliki waktu atau kesempatan untuk membatalkan 

niatnya tersebut, dan juga adanya persiapan yang dilakukan oleh seseorang tersebut. 

Analisis hakim adalah maksud serta tujuannya Anak menghilangkan nyawa 

Anak Korban karena terus terdesak dalam mempertanggungjawabkan kehamilan 

Anak Korban namun Anak meminta bukti kehamilan tersebut serta menyarankan 

kepada Anak Korban untuk menggugurkan kandungan sementara Anak Korban tetap 

tidak mau untuk menggugurkan kandungannya dan mengancam akan melaporkan 

perihal kehamilannya tersebut apabila Anak tidak memberikan kepastian. 

Pertimbangan hakim selanjutnya adalah bahwa pembuktian unsur 

“direncanakan terlebih dahulu” pada pokoknya haruslah memenuhi karakter bahwa 

didalam memutus kehendak haruslah didalam keadaan tenang, haruslah ada jangka 
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waktu cukup diantara keputusan kehendak serta pelaksanaan kehendak dan 

pelaksanaan kehendak itu dilakukan didalam keadaan tenang. Jangka waktunya tidak 

boleh terlalu sempit dan tidak usah terlalu lama. Dalam tempo ini Pelaku memiliki 

kesempatan untuk membatalkan niatnya untuk membunuh.  

Berdasarkan fakta di persidangan, Anak senyatanya memiliki waktu yang 

tenang untuk berpikir dan melaksanakan kehendaknya dimana Anak memikirkan 

untuk tidak bertanggungjawab selama 7 (tujuh) hari setelah Anak mengetahui perihal 

kehamilan Anak Korban, lalu Anak membawa Anak Korban menuju ke Waenungnge 

dan melaksanakan kehendaknya. Di persidangan juga didapatkan fakta bahwa selama 

Anak janjian untuk bertemu dengan Anak Korban pada malam hari sebelum Anak 

melaksanakan kehendak, Anak juga masih memikirkan cara untuk tidak 

bertanggungjawab bahkan memikirkan untuk membunuh Anak dengan menggunakan 

senjata tajam.  

Majelis Hakim menilai, ada rentang waktu yang cukup yang dimiliki oleh 

Anak untuk memutuskan dan melaksanakan kehendaknya. Pada keadaan tersebut, 

Anak juga sesungguhnya mempunyai waktu cukup agar menghilangkan niatnya 

namun tetap tidak dilakukan oleh Anak karena niat Anak sejak awal memang akan 

membunuh Anak Korban apabila Anak Korban tidak mau menggugurkan 

kandungannya, berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim menilai unsur “dengan 

direncanakan terlebih dahulu” sudah terpenuhi. 
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Adapun unsur keempat yaitu hakim dalam pertimbangannya yakni bahwa 

mengenai unsur "menghilangkan nyawa orang lain" wajiblah dipenuhi 3 (tiga) syarat 

yaitu pertama, adanya wujud perbuatan, kedua, adanya kematian serta ketiga, adanya 

hubungan sebab akibat (causal verband) diantara wujud perbuatan sama akibat 

kematian (hilangnya nyawa orang lain). 

Kemudian pertimbangan hakim selanjutnya yakni bahwa tentang wujud 

perbuatannya bisa dilihat didalam bentuk gerakan dari sebagian anggota tubuhnya 

pada saat menjalankan aksinya itu. Berdasarkan fakta di persidangan bahwa Anak 

langsung mengtarik kepala Anak Korban pakai tangan kanan Anak lalu langsung dari 

belakang mencekik lehernya dengan kuncian siku sekuat tenaga sampai Anak merasa 

Anak Korban tidak melawan dan langsung Anak melepasnya sehingga tubuhnya 

langsung jatuh tersungkur ketanah bebatuan yang ada ditempat tersebut dalam posisi 

tengkurap dengan bagian wajah yang lebih dahulu membentur bebatuan.  

Oleh karena Anak melihat Anak Korban masih bergerak, sehingga untuk 

memastikan Anak Korban mati maka Anak langsung mengambil 1 (satu) batu 

gunung yang sebesar cengkraman tangan anak lalu melemparkan batu tersebut. Saat 

itu Anak masih melihat bagian kaki Anak Korban masih bergerak sehingga Anak 

kembali mengambil 1 (satu) buah batu sebesar segenggaman tangan Anak lalu 

menghantamkan batu tersebut dengan sekuat tenaga pada kepala bagian belakang 

Pada saat itu Anak melihat bagian tubuh Anak Korban sudah tidak bergerak sehingga 
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Anak beranggapan Anak Korban sudah mati. Anak langsung berhenti dan membuang 

batu disekitar tempat kejadian. 

Analisis hakim disini berdasar pada pertimbangan di atas, Majelis Hakim ingin 

kepastian bahwa kematian Anak Korban disebabkan karena terhalangnya jalan nafas 

akibat pencekikan pada leher Anak Korban dengan menggunakan kuncian siku 

diperberat dengan memar pada otak Anak Korban akibat adanya pemukulan memakai 

batu sebanyak 3 (tiga) kali hingga menyebabkan Anak Korban meninggal dunia. 

Dengan demikian perbuatan Anak telah memenuhi unsur “menghilangkan nyawa 

orang lain” dari Pasal 340 KUHP telah terpenuhi. Jadi Anak wajiblah dinyatakan 

sudah terbukti sah serta meyakinkan berbuat tindak pidana seperti didalam dakwaan 

alternatif pertama primer. 

Fakta hukum yang didakwakan melainkan hanya permohonan ringannya pidana 

jadi permohonan yang demikikan itu tidak akan bisa mematah pendapat Majelis 

Hakim mengenai sudah terpenuhi unsurnya diatas dengan demikian Majelis Hakim 

tetap menyatakan setiap dakwaan tersebut sudah terpenuhi oleh perbuatan Anak, 

kalau mengenai permohonan ringannya hukuman dianggap sebagai sudah 

ditimbangkan didalam pertimbangan pada hal meringankan serta memberatkan. 

Hakim dalam pertimbangannya yakni kalau didalam sidang itu, Majelis Hakim 

tidak temukan hal yang bisa menghapus pertanggungjawaban, baik bagi keterangan 

pembenar serta bagi keterangan pemaaf, oleh itu Anak wajib bertanggung jawab atas 

perbuatannya. 
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Hakim menjelaskan juga dalam pertimbangannya yakni bahwa tujuan 

pemidanaan bukan serta-merta adalah pembalasan tapi bertuju agar membina Anak 

untuk menyadari kesalahan perbuatannya hingga diharap bisa jadi kalangan 

masyarakat yang bagus suatu hari nanti yang terkait pada hal berat dan ringannya 

yang mau jadi pertimbangan nanti, maka Majelis Hakim bisa tepat dan adil jikalau 

anak diberi hukuman sebagaimana yang mau disebut didalam putusan dibawah. 

Pertimbangan hakim bahwa didalam perkara pada Anak ini sudah dikenai 

penangkapan dan penahanan secara sah, olehnya masa penangkapan dan penahanan 

itu perlu dikurangi seluruh dari pidana yang dijatuhkan. Serta bahwa kalau mau 

menjatuhkan pidana pada Anak jadi perlu dipertimbangkan lebih dulu keadaan yang 

berat serta yang ringan untuk Anak.  

Keadaan yang memberatkan terdakwa anak yakni perilaku anak buat resah 

warga, belum terjadi perdamaian antara anak dengan keluarga anak korban, serta 

perbuatan anak membuat trauma dan kesedihan yang sangat mendalam bagi keluarga 

anak korban. Selanjutnya keadaan yang meringankan terdakwa anak yakni anak tidak 

pernah dijatuhi pidana, anak mengaku menyesal perbuatan yang ia lakukan dan 

berjanji tidak mau mengulangi lagi, anak ingin bersekolah dan melanjutkan 

pendidikannya serta anak berumur muda hingga besar harapannya bisa bersikap dan 

tingkah lakunya baik di hari kemudian. 

Analisis hakim disini berdasarkan hal beratnya lebih banyak daripada hal 

ringannya sehingga penjatuhan hukuman dalam putusan hakim cukup maksimal dari 
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tuntutan jaksa penuntut umum. Dapat dikatakan juga hamper tidak ada keadaanyan 

yang meringankan. Dengan memperhatikan, Pasal 340 Kitab Undang-Undang 

Hukum Pidana, Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan 

Pidana Anak dan Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara 

Pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang menyangkut.28 

Melihat semua pertimbangannya majelis hakim yang pastinya sangat penting 

dalam menentukan sanksi hukuman yang diberikan kepada terdakwa, putusan pada 

suatu perkara menentukan terwujudnya suatu nilai keadilan, yang dimana untuk 

mendapatkan kepastian hukum hakim memberikan hukuman apa yang telah majelis 

hakim anggap adil (ex aequo et bono). Disamping melihat juga manfaat yang 

didapatkan oleh terdakwa sehingga hakim dalam memutuskan perkara haruslah 

mempertimbangkan dengan baik dan cermat. Hakim juga tidak terlepas dari 

pemeriksaan pembuktian dalam suatu perkara, dari hasil tersebut hakim akan 

menggunakan bahan pembuktian sebagai pendukung untuk mempertimbangkan 

dengan baik dan seadilnya dalam memutus perkara. 

Hasil hakim dalam pertimbangannya tersebut melihat bagaimana aspek pelaku 

tindak pidana pembunuhan berencana ini dirasa ringan untuk terdakwa, jika ditinjau 

dari penelitian relevan pada bab sebelumnya melalui aspek kriminologi maupun 

yuridis dalam menentukan tindak pidana, tidak sesuai dengan ketentuan pasal 340 

KUHP tentang pelaku perencanaan pembunuhan yang ancamannya hukuman mati 

 
28 ‘Putusan Pengadilan Negeri Barru No. 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN Bar’. 
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ataupun hukuman dipenjara seumur hidup ataupun pada waktu tertentu, paling 

lamanya 20 tahun. Dari proses wawancara dengan salah satu hakim Pengadilan 

Negeri Barru memberikan keterangan bahwasannya: 

Jadi karena terdakwa adalah anak di bawah umur hukuman 9 tahun dan 6 

bulan ke 10 tahun itu hampir maksimal tapi kalau dibenturkan ke 20 tahun itu 

tidak bisa karena ini anak harus maksimal 10 tahun atau bisa juga mendekati 

maksimal.29 

Majelis hakim dapat dianggap sebagai salah satu alasan pembentuk dan 

penemuh hukum untuk menjatuhkan hukuman bagi terdakwa. Hakim hendaklah 

memberikan hukuman, berupa pemberian efek jera kepada pelaku sehingga dalam 

teori pertimbangan hakim, hakim memperiksa perkara perlukan bukti yang hasil di 

pembuktian itu dipakai untuk pertimbangan didalam memutuskan perkara dan juga 

dalam menentukan hukuman bagi terdakwa, bahwasannya membunuh dengan sengaja 

termasuk kedalam tindakan pidana pembunuhan yang secara berencana. Melihat di 

unsur pada pasal 340 KUHP telah terbukti melakukan tindak pidana sehingga 

dinyatakan secara sah terbukti serta diyakini bersalah dan dipidana atas dakwaan 

dimuka persidangan dengan dakwaan alternatif pertama primer. 

Pemidanaan pada kasus perencanaan pembunuhan oleh anak di bawah usia 

merupakan tindak pidana khusus dalam pemberian hukuman bagi pelaku 

pembunuhan berencana, pemidanaan adalah tindakan majelis hakim untuk memberi 

hukuman untuk terdakwa dimuka persidangan atas apa yang telah dilakukan, tetapi 

 
29 Dody Rahmanto, ‘Lurah Coppo, Kec. Barru Kab. Barru, Sulsel, Wawancara Di Pengadilan 

Negeri Barru’, 02 November 2022. 
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hakim juga tidak semerta-merta memberikan hukuman berdasarkan ancaman lamanya 

suatu perkara tapi hakim juga  melihat hal-hal yang dapat meringankan terdakwa di 

fakta-fakta yang ada di persidangan, sama hal nya dalam studi putusan nomor 

5/Pid.Sus-Anak/2021/PN Bar yang dimana putusan sudah berkekuatan hukum tetap 

(Incracht) dimana pelaku sudah bersalah dengan sah berbuat tindakan perencanaan 

pembunuhan dengan ancaman hukuman 9 (sembilan) tahun dan 6 (enam) bulan.  

Ancaman pemidanaan pasal 340 KUHP dengan hukuman mati ataupun 

hukuman dipenjara seumur hidupnya ataupun waktunya tertentu, paling lamanya 20 

tahun, maka dari itu hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa perlu 

mempertimbangkan keadaan meringankan seperti pelaku bersikap baik dalam sidang 

serta tidak pernah di hukum, terdakwa mengaku dengan terus terang perbuatannya 

dan menyesali perbuatan yang dilakukan dan juga terdakwa belum pernah dihukum. 

Berdasarkan ancaman bagi pelaku dari putusan tersebut hakim tidak dapat 

menjelaskan semua. Dari proses wawancara dengan salah satu hakim Pengadilan 

Negeri Barru: 

Intinya itu, oleh karena pelakunya ini Anak di bawah umur jadi ancaman 

hukumannya itu seperdua dari ancaman hukuman orang dewasa jadi maksimal 

hukumannya adalah 10 tahun penjara, karena juga ada keadaan yang 

meringankan sehingga dikurangi menjadi 9 tahun dan 6 bulan pidana 

penjara.30 

Berdasarkan apa yang ada di dalam putusan nomor 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN 

Bar terungkap fakta yang ada di dalam persidangan berdasarkan barang bukti dan 

 
30 Dody Rahmanto, ‘Lurah Coppo, Kec. Barru Kab. Barru, Sulsel, Wawancara Di Pengadilan 

Negeri Barru’, 02 November 2022. 
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keterngan saksi, berdasarkan keterangan saksi yang berjumlah 8 (delapan) orang 

dimana 1 (satu) orang merupakan penyidik yang melakukan penangkapan terhadap 

terdakwa yang telah dilakukan penangkapan karena berbuat tindakan pembunuhan 

secara sengaja serta direncanakan dengan melanggar pasal 340 KUHP dan terdakwa 

juga mengakui dengan terus terang dengan apa yang telah diperbuatnya.31 Selain itu 

jaksa penuntut umum menggunakan dakwaan alternatif, tetapi hakim dalam 

dakwaannya melihat dari semua unsur-unsur yang telah terpenuhi dan memberikan 

hukuman bagi terdakwa dengan pendekatan sosiologis, idiologis serta dilandasi dasar 

asumsi oleh hakim. 

Analisis penulis terhadap pertimbangan hakim untuk pelaku tindakan 

perencanaan pembunuhan oleh anak di bawah usia dimana melihat keadaan yang 

memberatkan dan meringankan jadi sudah cukup maksimal pidana penjara yang 

dijatuhkan dari ketentuan hukuman maksimal pada pasal 340 KUHP dengan 

hukuman mati ataupun dipenjara seumur hidupnya ataupun dalam waktu tertentu, 

paling lamanya dua puluh tahun. Kalau didalam putusan tersebut hakim menjatuhkan 

pidana terhadap terdakwa 9 tahun dan 6 bulan penjara dari hukuman yang rendah atas 

tuntutan dari jaksa penuntut umum berupa hukuman penjara bagi terdakwa 10 tahun, 

dikurangi hukumannya bagi terdakwa saat penahanan.  

Menurut penulis hukuman tersebut bisa dibilang sangat ringan bagi pelaku 

pembunuhan berencana meskipun terdakwa masih anak di bawah umur dan ancaman 

 
31 Bambang Wamulyo, Pidana Dan Pemidanaan (Jakarta: Sinar Grafika, 2000). 
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hukumannya  seperdua dari ancaman hukuman orang dewasa tetap saja dirasa ringan, 

kemudian tuntutan jaksa penuntut umum adalah 10 tahun sesuai dakwaan pertama 

primer dengan yang diputuskan hakim memang mendekati maksimal dari tuntutan 

jaksa penuntut umum tapi tetap saja ini pembunuhan yang direncanakan. 

Sehingga dalam penjatuhan pidana bagi pelaku, hakim menjatuhkan 

hukumannya dipenjara lamanya itu 9 tahun dan 6 bulan. Dari analisis pertimbangan 

tersebut penulis, dalam pemberian hukuman bagi terdakwa, hakim 

mempertimbangkan dan menjatuhkan hukuman terhadap pelaku pembunuhan 

berencana sudah cukup maksimal dan juga hakim telah menerapkan asas legalitas 

dengan kepastian hukum yang diberikan, dengan memperhatikan unsur-unsur pidana 

yang terpenuhi sebelum terdakwa dijatuhkan hukuman. 

Pasal pembanding untuk kasus pembunuhan oleh anak di bawah umur 

sehingga hukumannya ½ (seperdua) dari ancaman hukuman orang dewasa selain 

pasal 340 KUHP yang dikenakan adalah pasal 81 ayat (2) UU No. 11 tahun 2012 

tentang SPPA (Sistem Peradilan Pidana Anak) dan pasal ini sudah dipertimbangkan 

oleh hakim yang dimana bunyi pasal 81 ayat (2) UU No. 11 tahun 2012 tentang 

SPPA adalah “ pidana penjara yang dijatuhkan pada anak paling lama ½ (satu perdua) 

dari maksimal ancaman pidana penjara untuk orang dewasa”. 

Pembunuhan yang diperbuat anak di bawah umur ini banyak alasan atau 

keadaan yang menyebabkan anak ini melakukan aksinya, salah satunya adalah alasan 

sosialnya yakni yang pertama adalah kemungkinan dari faktor lingkungan keluarga 
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yang didikannya keras sehingga karakter anak ini terbentuk menjadi keras juga. 

Alasan yang kedua adalah kemungkinan dari faktor kentalnya budaya siri terutama di 

Kab. Barru sehingga anak merasa trauma akan sanksi moralitas masyarakat sekitar 

dan anak merasa tertekan serta tidak tahu anak ini harus berbuat apa dan akhirnya 

melakukan tindak pidana tersebut. 

Alasan selanjutnya adalah kemungkinan korban yang memancing emosi 

pelaku dan tidak ingin menuruti kata-kata atau kemauan dari pelaku sehingga 

terjadilah tindak pidana pembunuhan tersebut. Mungkin masih banyak lagi alasan 

atau keadaan yang menyebabkan anak melakukan aksinya tapi 3 (tiga) alasan ini yang 

biasa memicu tindak pidana ini. Mengenai alasan atau keadaan lainnya itu 

jawabannya ada pada pelaku anak tersebut. 

Alasan psikologisnya juga menjadi alasan atau keadaan yang dipertimbangkan 

oleh hakim juga. Karena secara kondisi psikologi anak ini biasanya masih labil dan 

belum layak untuk menjalani hukuman seperti hukuman mati atau hukuman 20 (dua 

puluh) tahun pidana dipenjara sehingga hukuman yang diputuskan itu ½ (seperdua) 

dari ancaman hukuman orang dewasa dan membayar denda seperti yang diputuskan 

hakim. 

Banyak alasan lain lagi yang menjadi bahan pertimbangan hakim lainnya akan 

tetapi alasan yang biasa digunakan hakim karena sifatnya kuat yakni seperti yang 

sudah dijelaskan tadi sehingga bisa meringankan hukuman yang dijatuhkan kepada 

terdakwa anak. Menurut penulis, hukuman yang akan diputuskan hakim nantinya itu 
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tidak usah melihat keadaan yang meringankan karena terdakwa anak ini sudah 

merencanakan dan sadar akan konsekuensi yang akan diterima terdakwa anak 

nantinya meskipun hukuman 9 tahun dan 6 bulan itu cukup maksimal namun tidak 

bisa dipungkiri bahwa 10 tahun itu harus diterapkan kepada terdakwa anak. 

B. Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Kebijakan Putusan Pidana 

Pembunuhan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN Bar 

Hukum Islam disebut sebagai jarimah, dalam jarimah terdapat beberapa macam 

sanksi tindak pidana dari awal hukuman ringan sampai hukuman berat dari hukuman 

itu terdapat aturan hukum yang yang mengaturnya.32 Banyak contoh jarimah berat 

yang hukumannya pun berat yakni membunuh, membegal dan lain sebagainya dan 

ada hukum yang mengaturnya kalau dalam Islam itu sumbernya dari Al-Qur’an serta 

hadist. 

Berdasarkan pertimbangan hakim pada rumusan masalah pertama yakni 

hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa anak selama 9 tahun dan 6 bulan itu 

sudah sesuai dengan hukum Islam yang konsepnya itu memakai jarimah ta’zir dan 

dilihat juga dari kondisi, situasi serta umur terdakwa anak yang tergolong di bawah 

umur yakni 14 tahun. 

Termasuk dalam hal ini contohnya tindakan perjudian yang sudah diatur didalam 

hukum pidana Islam tapi jarimah yang diberi ditentukan dari syara sehingga jarimah 

yang diberi diserahkan sepenuhnya ke hakim atau disebut juga ulil amri yang 

 
32 Zainuddin Ali, Hukum Pidana Islam (Jakarta: Sinar Grafika, 2009). 
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hukumannya mengacu di Al-Qur’an dan Al-Hadist tetapi sanksi pidananya tida di 

tentukan oleh nash maka dalam hal ini pentingnya peran hakim untuk menetukan 

sanksi pidananya berdasarkan dari kemaslahatan masyarakat itu sendiri. 

Banyak juga tindak pidana yang selalu dilakukan sebagian orang ialah 

melakukan penipuan yang hamper sama dengan mencuri akan tetapi yang 

hukumannya lebih berat adalah tindakan perencanaan pembunuhan apalagi dijalankan 

secara kesengajaan serta sudah diniatkan dan disitulah memang pelaku sudah berniat 

sehingga kalua sudah berniatpun dosanya sudah dimulai dari niat jahatnya tersebut. 

Hukum Islam mencegat keras para umat untuk mematikan manusia ataupun 

binatang, jikalau bukan dilandaskan kepastian pada hukum. Di Islam orang yang 

boleh dibunuh serta darahnya halal dibunuh itu dikarenakan hukum itu sudah 

diperintahkan bersama prosesnya yaitu kalangan yang murtad, yakni Sebagian 

kalangan Islam berpaling dan pindah dari agama Islam ke agama lain. Seperti dari 

hadis Rasulullah saw: Man baddala diynuhu faqtuluwhu (barangsiapa yang menukar 

agamanya maka bunuhlah dia). Ketetapan begini dijalankan seusai kalangan murtad 

itu dirujuk balik ke agama Islam yang batas waktunya itu tiga hari, jikalau dia selama 

itu belum sadar juga maka baru dibawa ke pengadilan.33 

Allah memberi perumpamaan terhadap seorang pembunuh adalah:  

 
33 Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam (Jakarta: Sinar Grafika, 2005). 
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اَبغَِيْرَِنَفْسٍَأوََْفسََادٍَفِىَٱلْأََ ءِيلََأنََّهُۥَمَنَقَتلَََنَفْس ًۢ ٓ َبنَِىَٓإسِْرََٰ لِكََكَتبَْنَاَعَلَىَٰ
رْضَِفكََأنََّمَاَقَتلََََمِنَْأجَْلَِذََٰ

نْهُمََٱلنَّاسََجَمِيع اَوَمَنَْأحَْيَاهَاَفكََأنَََّ اَمِّ َكَثِير  تَِثمََُّإنَِّ مَآَأحَْيَاَٱلنَّاسََجَمِيع اََۚوَلَقَدَْجَاءَٓتهُْمَْرُسُلنَُاَبِٱلْبَينََِّٰ

لِكََفِىَٱلْأرَْضَِلمَُسْرِفوُنََ  بعَْدََذََٰ

“...barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu 

(membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan di muka bumi, 

maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan barangsiapa 

yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah 

memelihara kehidupan manusia semuanya...” (QS. Al-Maidah: 32). 

Dari ayat tersebut sangat jelas dalam Islam kita  dilarang membunuh atau saling 

membunuh tanpa ada alasan yang jelas ini dapat menimbulkan kemudharatan yang 

dapat mendatangkan dosa bagi pelakunya terlebih lagi dengan terpenuhinya unsur 

pembunuhan. 

Adapun unsur-unsur dapat dikategorikan tindak pidana pembunuhan itu sebagai 

jarimah sebagai berikut: 

1. Unsur Formil 

Unsur formil bisa disebut juga al-rukn al-syar’i merupakan unsur yang ada di 

undang-undang dan nash mengatur, melarang dan mengancam hukuman terhadap 

pelaku perjudian bahwa perbuatan itu telah dijelaskan didalam Al-Qur’an dan 

jelas dilarang oleh Allah swt, untuk menjatuhi perbuatan pelaku pembunuhan 

yang dapat mengakibatkan permusuhan serta mengandung banyak kemudharatan 

yang ditimbulkan. 
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2. Unsur Materil  

Unsur materil juga disebut ar-rukn al-maddi merupakan aturan jarimah yang 

mengatur mengenai tingkah laku seseorang baik itu sikap atau perbuatan 

seseorang yang dapat menimbulkan jarimah, bahwasanya pelaku sudah terbukti 

melakukan tindakan pembunuhan berencana berdasarkan telah dilakukannya 

penangkapan beserta kejelasan yang disampaikan oleh para saksi dan sudah 

terbukti menjalankan pembunuhan.  

3. Unsur Moril  

Unsur moril ar-rukn  al-adabi merupakan seorang mukallaf yang harus 

dimintai tanggung jawab dari yang sudah diperbuat dimana melakukan tindak 

pidana jarimah dalam hal ini terdakwa Ahmad Alfin Ismail Alias Alfin Bin 

Ismail yang merupakan seorang mukallaf dibuktikan dengan identitas terdakwa 

dan terdakwa berumur 14 tahun artinya terdakwa memenuhi kriteria mukallaf 

yaitu baligh dan berakal sehat dan berhak dimintai pertanggung jawaban atas apa 

yang telah dia perbuat. 

Faktor-faktor yang biasanya membuat orang melakukan tindak pidana seperti 

pembunuhan itu banyaknya hal yang mempengaruhi salah satunya panik dan 

tidak tau ingin berbuat apalagi selain menghilangkan nyawa orang yang ingin dia 

hilangkan, lalu biasanya juga karena memang sudah merencanakan dengan 

matang sehingga akan melancarkan aksinya nanti. 
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Padahal perbuatan itu adalah perbuatan yang akibatnya dosa besar dan pasti 

balasannya sangat berat di akhirat nanti, walaupun begitu kadang ada sebagian 

orang tahu bahwa semua perbuatannya ada akibatnya masing-masing tetapi 

semua itu dihiraukannya demi kepuasan dirinya ingin menghilangkan nyawa 

orang yang memang sudah di incarnya. 

Tindakan kesengajaan pembunuhan yang dilakukan oleh anak di bawah usia 

ini memang sangat memprihatinkan dan mempunyai dampak negatif bagi 

keluarga maupun masyarakat, biasanya anak yang nekat melakukan kejahatan 

seperti ini juga biasa karena pergaulan atau dampak negatif dari smartphone yang 

disalah gunakan, misalnya anak bisa saja mencari cara membunuh di internet 

tanpa sepengetahuan orang tuanya. 

 Biasanya ulama memecah macam-macam jarimah berdasar pada berat dan 

ringannya perbuatan yang dilakukan oleh pelaku jarimah dilihat dari pembagian 

hukuman jarimah yang diberikan sebagai berikut: 

1. Jarimah hudud 

Jarimah hudud merupakan jarimah yang memberikan ancaman hukumannya 

berupa hukuman had, artinya pemberian hukuman atas dasar yang telah 

ditetapkan oleh syara yang sudah jadi wewenang Allah swt, adapun ciri jarimah 

hudud sebagai jarimah yang diberikan telah ditetapkan oleh syara serta 
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pemberian jarimah berupa hukuman maksimal dan pemberian hukuman tidak lain 

dari hak Allah swt, adapun kategori jarimah hudud sebagai berikut: 

a. Perzinahan 

b. Menuduh orang lain berbuat zina (qadzaf) 

c. Perampokan (hirabah) 

d. Pemberontak (al-Baqhyu) 

e. Pemabuk  

f. Murtad (riddah) 

2. Jarimah Qishash atau Diyat 

Perbuatan yang ancaman hukumannya telah ditentukan kadar batas terendah 

dan tertinggi melihat dari kerugian yang ditimbulkan dari korban kepada si 

pembuat, yang apabila dari korban telah memaafkan maka hukuman tersebut 

harus dihapuskan merupakan hukuman yang didasarkan pada hak perorangan. 

Adapun kategori jarimah qishash atau diyat sebagai berikut: 

a. Pembunuhan dengan sengaja 

b. Pembunuhan semi sengaja 

c. Pembunuhan karena ketidak sengajaan 

d. Penganiayaan dengan sengaja 

e. Penganiayaan dengan tidak sengaja 
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3. Jarimah ta’zir 

Jarimah ta’zir merupakan pemberian hukuman berlaku bagi yang bersifat 

edukatif yaitu pemberian hukuman pelajaran bagi pelaku pembuat dosa yang 

hukuman nya tidak adanya sanksi berupa hukuman had maupun kafarat, 

melainkan pemberian hukumannya diserahkan sepenuhnya oleh hakim karena 

hukuman berat ringannya tidak ditentukan oleh syara melainkan hakim yang 

menentukan berat ringannya hukuman tersebut dengan tujuan memberikan 

pelajaran dan efek jera untuk pelaku tindak pidana hingga tidak mengulangi 

perbuatannya. 

Hukum pidana Islam sebenarnya tidak ada perbedaan umur kalua pelakunya 

melakukan tindak pidana apalagi membunuh yang sudah jelas dilarang dalam 

agama maka berhak mendapatkan hukuman yang setimpal dan sesuai dengan 

tindakan kesengajaan pembunuhan yang diperbuat anak di bawah usia karena 

belum baligh jadi belum dapat dijatuhkan hukuman qishas. 

Penjatuhan hukuman terhadap anak di bawah umur itu bisa berupa hukuman 

pengganti seperti membayar diyat dan lain sebagainya melihat umurnya yang 

belum baligh menurut kalangan ulama Syafiiyah dan Hambali. Atau termasuk 

didalam kategori jarimah ta’zir yang jarimahnya akan sepenuhnya diberikan oleh 

ulil amri atau hakim itu sendiri. 
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Jika ditinjau dari hukum pidana Islam berdasarkan putusan Pengadilan Negeri 

Barru nomor 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN Bar, putusan yang dijatuhkan oleh hakim 

kepada terdakwa Ahmad Alfin Amin Ismail Alias Alfin Bin Ismail telah terbukti 

melakukan tindak pidana kesengajaan pembunuhan kalau dilihat dari hukum 

pidana Islam tindakan pembunuhan ini tidak dapat dijatuhkan hukuman qishas 

tapi dijatuhkan hukuman ta’zir atau hukuman pengganti seperti dibimbing atau 

membayar diyat terhadap tubuh dan jiwa disisi lain hakim melihat semua 

pertimbangan mengikuti kemajuan perkembangan perubahan sosial yang ada 

dimasyarakat.  

Pemberian hukuman ta’zir atau hukuman pengganti sudah cukup untuk 

terdakwa anak yang melakukan pembunuhan berencana ini. Maka dari itu dalam 

hukum Islam ada pembebanan hukum atau biasa juga disebut dengan taklif yang 

dimana ialah pemberian beban keharusan pada seseorang kalau perbuatannya 

terdapat kesukaran didalamnya dan mencapai baligh. 

Dalam kitab fiqih lima madzhab karya Muhammad Jawad Mughniyah, 

dijelaskan para ulama mazhab memiliki pandangan tersendiri dalam menentukan 

klasifikasi baligh. Ulama dari kalangan malikiyah, syafiiyah, dan hambali 

mengatakan tumbuhnya bulu-bulu ketiak merupakan bukti balighnya seseorang. 

Sedangkan ulama dikalangan madzhab hanafiyah menolak pendapat tersebut 

sebab menurut ulama dari kalangan madzhab ini, bulu-bulu ketiak itu tidak ada 

bedanya dengan bulu-bulu lain yang ada pada tubuh. 
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Baligh seorang anak jika diukur dari usia anak, bahwa pendapat ulama dari 

kalangan syafiiyah dan hambali menyatakan usia baligh bagi anak laki-laki dan 

perempuan adalah 15 tahun. Sedangkan ulama dari kalangan malikiyah 

menetapkan baligh pada usia anak laki-laki adalah 18 tahun sedangkan anak 

perempuan adalah 17 tahun. 

Pembebanan hukum (taklif) ini belum wajib dilaksanakan oleh anak karena 

dalam hukum Islam umur 15 tahun ke atas itu sudah baligh menurut Syafiiyah dan 

Hambali, dikarenakan juga taklif maksudnya yaitu suatu kewajiban sudah ada pada 

semua makhluk Tuhan agar meyakini dan bertingkah seperti ajaran yang sudah 

diperintahkan, tapi anak melenceng dari ajaran serta melanggar aturan Tuhan jadi 

anak wajib menjalankan hukuman yang telah dibebankan terhadapnya. 

Konsep taklif disini adalah menentukan siapa saja yang wajib menjalankan 

hukuman atau yang layak mendapatkan pembebanan hukum sesuai dengan syarat-

syarat taklif yang dimana salah satu syaratnya adalah harus baligh atau sudah 

baligh akan tetapi dalam kasus ini anak belum mencapai usia baligh sehingga 

belum layak diberi hukuman qishas jadi akan diberi hukuman pengganti saja 

seperti membayar diyat atau mengikuti putusan hakim saja dan hal ini termasuk 

kategori jarimah ta’zir. 

Analisis hukum Islam dalam penjatuhan hukuman bagi terdakwa termasuk 

didalam kategori jarimah ta’zir yakni bentuk hukumannya itu tetap mengikuti 

hukum positif karena adanya hak asasi manusia dan anak masih berumur 14 tahun 



59 

 

 

dan belum baligh karena pendapat ulama dari kalangan Syafiiyah dan Hambali 

mengatakan usia baligh bagi anak laki-laki dan perempuan adalah 15 tahun, dalam 

hukum Islam juga terdakwa masuk dalam kategori Ahliyah al-ada’ naqisah tidak 

diwajibkan atau belum layak  menjalani hukuman yang sudah diputuskan hakim 

yang hukumannya adalah hukuman pengganti seperti membayar diyat. 

Pendapat ulama syafiiyah dan hambali lebih sejalan dengan menggunakan 

standar umur sehingga di Indonesia sangat sesuai dengan hukum Islam kalau 

menggunakan standar umur atau baligh. Maka ulama syafiiyah dan hambali 

menggunakan standar umur untuk mematok berdasarkan nilai rata-rata dari 

peristiwa terjadinya mimpi basah. 

Umumnya pada umur 15 (lima belas) tahun atau 16 (enam belas) tahun 

sehingga ditetapkan oleh ulama syafiiyah untuk nilai rata-rata baligh nya itu di 

umur 15 (lima belas) tahun, alasan ditetapkannya nilai rata-rata tersebut karena 

hukum itu harus jelas. Ketika setelah mimpi basah itu sulit diukur karena tidak 

mungkin kita bertanya kepada pelaku yang bisa saja berbohong atau memanipulasi 

fakta hukum yang ada. 

Analisis penulis terhadap kasus ini yang mengkaitkan hukum Islamnya adalah 

bahwa anak yang sudah baligh maupun belum baligh itu sama saja dan akan tetap 

mendapatkan hukuman yang meskipun hukumannya beda dalam hal umur tapi itu 

tidak menjadikan alasan bahwa anak tidak mendapatkan hukuman. Karena 
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sejatinya membunuh dalam hukum Islam itu masuk dalam kategori qishas yang 

balasannya harus setimpal dengan apa yang ia perbuat. 

Tinjauan hukum pidana Islam dan hukum pidana dalam menegakkan hukuman 

untuk terdakwa tindak pidana pembunuhan berencana tidak jauh  memiliki 

perbedaan yang signifikan dilihat dari penjatuhan hukuman bagi kedua hukum 

tersebut, dimana dalam hukum pidana Islam dalam menentukan hukuman bagi 

terdakwa tidak terlepas dari penjatuhan hukuman ta’zir, berdasarkan pada hakim 

atau ulil Amri menentukan kadar hukuman tindak pidana yang dilakukan, sesuai 

nash-nash dan prinsip hukum Islam yang berlandaskan pada barang bukti pada 

saat di persidangan serta keadaan yang dapat meringankan, memberatkan pelaku, 

barang bukti serta yang disampaikan oleh saksi di hadapan persidangan.34 

Adanya asas legalitas atau biasa yang disebut dalam hukum Islam adalah la 

jarimaata wa la uqubata illa binasshin yang berarti tidak ada hukuman kecuali ada 

nash yang mengatur atau menunjukkan. Pada asas ini terdakwa anak tidak bisa 

dijatuhkan qishas karena belum ada nash yang mengatur bahwa anak di bawah 

umur harus dikenai qishas sehingga ini masuk pada jarimah ta’zir yang seluruhnya 

ada di tangan ulil amri atau hakim di pengadilan. 

Pertimbangan hakim yang sudah diputuskan itu bahwa anak di kenai pidana 

penjara selama 9 tahun dan 6 bulan itu cukup memberi kemaslahatan terhadap 

 
34 A Djazuli, Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam) (Jakarta: Raja 

Grafindo, 1997). 
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semua pihak baik keluarga korban maupun masyarakat yang merasa resah agar 

yang lainnya terutama anak-anak tidak akan ikut-ikutan untuk melakukan tindak 

pidana pembunuhan ini maupun kejahatan-kejahatan lainnya. 

Pada hukum pidana itu sendiri penjatuhan hukum bagi terdakwa tetap 

berlandaskan pada KUHP pidana dengan penjatuhan hukuman berlandaskan pada 

pasal terkait dengan tindak pidana pembunuhan berencana serta memerhatikan sisi 

terdakwa dari suatu yang memberatkan serta meringankan bertujuan agar 

hukuman memberikan efek jera dan pembinaan kepada terdakwa sehingga tidak 

mengulangi perbuatannya.  

Biasanya hukuman yang dijatuhkan selama itu belum tentu memberi efek jera 

bagi sebagian orang karena emosional yang tak tertahankan menjadi pemicu 

timbulnya niat untuk melakukan pembunuhan sehingga kalau tidak ada upaya lain 

untuk mengantisipasi kejahatan ini akan sangat bahaya dan membuat orang lain 

kemungkinan ikut-ikutan. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Simpulan 

  Didasarkan tinjauan penelitian yang dijalankan penulis oleh karena itu dapat kita 

ketahui simpulan dari analisis penelitian yang dilakukan sebagai berikut: 

1. Berdasarkan pada putusan nomor 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN Barru, hakim di 

pertimbangannya untuk menegakkan hukum bagi pelaku pembunuhan berencana 

didasarkan pada pasal 340 kitab undang-undang hukum pidana, undang-undang 

RI nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak dan undang-

undang RI nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana serta peraturan 

perundang-undangan lain yang bersangkutan, dalam putusan tersebut hakim 

menjatuhkan pidana penjara bagi terdakwa selama 9 tahun dan 6 bulan yang 

dijatuhkan, hakim memberikan hukuman bagi terdakwa melihat dari beberapa 

pertimbangan, hakim menjatuhkan pidana dari hal-hal yang meringankan seperti 

terdakwa anak belum mangalami yang namanya dijatuhi pidana, anak mengakui, 

menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi, anak masih 

ingin bersekolah dan melanjutkan pendidikannya, anak juga tergolong sangat 

muda hingga banyak harapan agar dia bisa mendapat pelajaran atas 

perbuatannya. Pembunuhan yang diperbuat anak di bawah umur ini banyak 

alasan atau keadaan yang menyebabkan anak ini melakukan aksinya, salah 

satunya adalah alasan sosialnya yakni yang pertama adalah kemungkinan dari 
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faktor lingkungan keluarga yang didikannya keras sehingga karakter anak ini 

terbentuk menjadi keras juga. Alasan yang kedua adalah kemungkinan dari faktor 

kentalnya budaya siri terutama di Kab. Barru sehingga anak merasa trauma akan 

sanksi moralitas masyarakat sekitar dan anak merasa tertekan serta tidak tahu 

anak ini harus berbuat apa dan akhirnya melakukan tindak pidana tersebut. 

2. Berdasarkan tinjauan hukum pidana Islam terhadap pelaku pembunuhan 

berencana pada putusan nomor 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN Bar, penjatuhan 

hukuman bagi terdakwa berupa jarimah ta’zir atau hukuman pengganti yang 

bentuk hukumannya itu tetap mengikuti hukum positif karena adanya hak asasi 

manusia tapi dalam hukum Islam terdakwa belum diwajibkan menjalani 

pembebanan hukum yang sudah diputuskan karena terdakwa belum mencapai 

baligh dan belum layak mengikuti kewajiban yakni pembebanan hukum (taklif) 

yang dijatuhkan terhadapnya. Dengan tujuan hukuman yang diterapkan untuk 

memberikan efek jera kepada terdakwa agar pelaku tidak mengulangi 

perbuatannya. Tinjauan hukum pidana Islam dan hukum pidana dalam 

menegakkan hukuman untuk terdakwa tindak pidana pembunuhan berencana 

tidak jauh  memiliki perbedaan yang signifikan dilihat dari penjatuhan hukuman 

bagi kedua hukum tersebut, dimana dalam hukum pidana Islam dalam 

menentukan hukuman bagi terdakwa tidak terlepas dari penjatuhan hukuman 

ta’zir, berdasarkan pada hakim atau ulil Amri menentukan kadar hukuman tindak 

pidana yang dilakukan, sesuai nash-nash dan prinsip hukum Islam yang 

berlandaskan pada barang bukti pada saat di persidangan serta keadaan yang 
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dapat meringankan, memberatkan pelaku, barang bukti serta yang disampaikan 

oleh saksi di hadapan persidangan.  

Adanya asas legalitas atau biasa yang disebut dalam hukum Islam adalah la 

jarimaata wa la uqubata illa binasshin yang berarti tidak ada hukuman kecuali 

ada nash yang mengatur atau menunjukkan. Pada asas ini terdakwa anak tidak 

bisa dijatuhkan qishas karena belum ada nash yang mengatur bahwa anak di 

bawah umur harus dikenai qishas sehingga ini masuk pada jarimah ta’zir yang 

seluruhnya ada di tangan ulil amri atau hakim di pengadilan. 

Pertimbangan hakim yang sudah diputuskan itu bahwa anak di kenai pidana 

penjara selama 9 tahun dan 6 bulan itu cukup memberi kemaslahatan terhadap 

semua pihak baik keluarga korban maupun masyarakat yang merasa resah agar 

yang lainnya terutama anak-anak tidak akan ikut-ikutan untuk melakukan tindak 

pidana pembunuhan ini maupun kejahatan-kejahatan lainnya. 

B. Saran 

       Harapan penulis kepada penegak hukum seyogyanya dalam segala sesuatu untuk 

mengambil suatu tindakan atau keputusan, dengan menentukan hukuman bagi pelaku 

tindak pidana tetaplah berpedoman kepada aturan Undang-undang yang berlaku dan 

juga memperhatikan keadaan lain dari yang tercantum di putusan mengenai keadaan 

meringankan dan memberatkan tersebut. Sebaiknya juga dalam menerapkan Pasal 

yang dijadikan pertimbangan hakim bisa sesuai tanpa melihat keadaan dan alasan 
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diringankan hukumannya sehingga bisa memberi efek jera atau membuat masyarakat 

sadar dan tahu tentang konsekuensi kalau melakukan kejahatan. 
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